
I 

Mengingat 

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 
272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
maka perlu menetapkan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati 
berpedoman pada RPJMD; 

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan 
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 
2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 
12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana 
Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Bombana 
tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

Menimbang 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 
tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keiuarga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
161,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5080); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4310); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4849); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan 
Keiuarga Beren can a Nasional Norn or 
212/PER/Bl/2015 Tentang Rencana Strategis 
Badan Kependudukan dan Keiuarga Berencana 
Nasional tahun 2015-2019; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Republik Negara Tambahan Lernbaran 
Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 

' 



21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 
3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 
6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana 
Tahun 2005-2025; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 
2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017- 
2022; 

24. Peraturan Bupati Bombana Nomor Peraturan 
Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 
13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013- 
2033; 



3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD 
Kabupaten Bombana. 

4. Bupati adalah Bupati Bombana. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 
Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Bombana dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga 
Berencana Kabupaten Bombana yang 
selanjutnya disingkat Dinas Pengendalian 
Penduduk dan KB adalah Perangkat Daerah 
Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan daerah di bidang 
pengendalian penduduk dan keiuarga 
berencana sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 
2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keiuarga 
Berencana Kabupaten Bombana. 

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang 
sistematik untuk pemanfaatan sumber daya 
yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan 
pemerataan pendapatan masyarakat, 
kesempatan kerja, lapangan berusaha, 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan 
pu blik dan daya saing Daerah sesuai dengan 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG 
RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022. 

Bombana; 

Menetapkan 



9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan 
Daerah adalah suatu proses pemantauan dan 
supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan pembangunan serta menilai basil 
realisasi kinerja dan keuangan untuk 
memastikan tercapainya target secara 
ekonomis, efisien, dan efektif. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 
dilantik sampai dengan berakhimya masa 
jabatan Bupati Bombana. 

11. Rencana Strategis Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Bombana yang selanjutnya disingkat Renstra 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga 
Berencana adalah dokumen perencanaan Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keiuarga 
Berencana Kabupaten Bombana untuk perode 
5 (lima) tab un. 

12. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana 
yang selanju tnya disingkat Renja adalah 
dokumen rencana Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten 
Bombana yang memuat program dan kegiatan 
yang diperlukan untuk mencapai sasaran 
pembangunan. 

13. Kerangka Pendanaan adalah analisis 
pengelolaan keuangan Daerah untuk 
menentukan sumber-sumber dana yang 
digunakan dalam pembangunan, optimalisasi 
penggunaan sumber dana dan peningkatan 
kuali tas belanja dalam membiayai 
penyelenggaraan pemerin tahan Daerah dalam 
upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah 
serta target pembangunan nasional. 

14. Permasalahan Pembangunan adalah 
kesenjangan antara kinerja pembangunan yang 

menjadi yang urusan pemerin tahan 
kewenangannya. 

8. Perencanaan pembangunan daerah adalah 
suatu proses untuk menentukan kebijakan 
masa depan, melalui urutan pilihan, yang 
melibatkan berbagai unsur pemangku 
kepentingan, guna pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber daya yang ada dalam 
jangka waktu tertentu di daerah. 



21. Arab kebijakan adalah kerangka pikir atau 
kerangka kerja untuk menyelesaikan 
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi 
isu strategis daerab/perangkat daerah yang 
dilaksanakan secara bertahap sebagai 
penjabaran strategi. 

22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus 
penyelenggaraan pernerintah daerah yang 
dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai 
sasaran RPJMD. 

23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat 
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu 
atau lebih kegiatan dengan menggunakan 
sumber daya yang disediakan untuk mencapai 
basil yang terukur sesuai dengan tugas dan 
fungsi. 

24. Program Pembangunan Daerah adalah program 
strategis daerah yang dilaksanakan oleh 

19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang 
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa 
basil pembangunan daerab/ perangkat daerah 
yang diperoleh dari pencapaian basil ( outcame) 
program perangkat daerah. 

20. Strategi adalah langkah yang berisikan program­ 
program sebagai prioritas pembangunan 
daerab/perangkat daerah untuk mencapai 
sasaran. 

18. 

umum mengenai upaya- 
dilaksanakan untuk 

Misi adalah rumusan 
upaya yang akan 
mewujudkan visi. 

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan 
dicapai atau dihasilkan dalam janga waktu 5 
(lima) tahunan, 

17. 

dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan 
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di 
masa datang dengan kondisi riil saat 
perencanaan dibuat. 

15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang 
harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 
perencanaan pembangunan Daerah karena 
dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan 
karakteristik bersifat penting, mendasar, 
mendesak, berjangka menengab/panjang, dan 
menentukan pencapaian tujuan 
penyelenggaraan pernerintahan Daerah di masa 
yang akan datang. 

16. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 



32. Forum Perangkat Daerah merupakan forum 
sinkronisasi pelaksanaan urusan 
pemerintahan Daerah untuk merumuskan 
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah. 

33. Rencana Tata Ruang Wilayab yang selanjutnya 
disingkat RTRW adalah basil perencanaan tata 
ruang yang merupakan penjabaran strategi 
dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang 
wilayah nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota kedalam struktur dan pola 
pemanfaatan ruang wilayah. 

34. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat 
RPPLH adalah perencanaan tertulis yang 

Perangkat Daerah sebagai instrumen arah 
kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. 

25. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian 
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 
(output) dalam rangka mencapai basil (uotcome) 
suatu program. 

26. Kinerja adalah capaian keluaran/basil/ dampak 
dari kegiatan/program/sasaran sehubungan 
dengan penggunaan sumber daya pembangunan. 

27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi 
sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu 
kegiatan, program atau sasaran dan tujuan 
dalam bentuk keluaran (output), basil (outcome), 
dampak (impact). 

28. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir 
berupa barang atau jasa dari serangkaian proses 
atas sumber daya pembangunan agar basil 
(outcome) dapat terwujud. 

29. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin 
dicapai atau dipertahankan pada penerima 
manfaat dalam periode waktu tertentu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari 
beberapa kegiatan dalam satu program. 

30. Dampak iimpact; adalah kondisi yang ingin 
diubah berupa basil pembangunan/layanan 
yang diperoleh dari pencapaian basil ( outcome) 
beberapa program. 

31. Musyawarah perencanaan pembangunan 
yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah 
forum antar pemangku kepentingan dalam 
rangka menyusun rencana pembangunan 
Daerah. 



( 1) Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keiuarga Berencana Tahun 2017-2022 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

Pasal 3 

BAB III 
MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA 

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi pedoman dalam penyusunan Renja 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga 
Berencana. 

Pasal 2 

( 1) Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Tahun 2017-2022 
merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 
2017-2022. 

BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

memuat potensi, masalah lingkungan hidup, 
serta upaya perlindungan dan pengelolaannya 
dalam kurun waktu tertentu. 

35. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang 
selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah 
rangkaian analisis yang sistematis, 
menyeluruh, dan partisipatif untuk 
memastikan bahwa prinsip pembangunan 
berkelanjutan telah menjadi dasar dan 
terintegrasi dalam pembangunan suatu 
wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, 
dan/atau program. 

36. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan 
informasi pembangunan daerah, informasi 
keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan 
Daerah lainnya yang saling terhubung untuk 
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan 
pembangunan daerah. 

37. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya 
sadar dan terencana yang memadukan aspek 
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke 
dalam strategi pembangunan untuk menjamin 
keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 
generasi masa kini dan generasi masa depan. 

38. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang 
Wilayah dan Kajian Lingkungan 
Strategis 

3.3 

Telaahan Visi, Misi, dan 
Program Bupati dan Wakil 
Bupati 

Telaahan Renstra K/L dan 
Renstra 

3.2 

: Pendahulun 

1.1 Latar Belakang 
1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 
: Gambaran Pelayanan Perangkat 
Daerah 
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur 

Organisasi Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat 

Daer ah 

: Permasalahan dan Isu-Isu Strategis 
Perangkat Daerah 
3.1 Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Pelayanan Perangkat Daerah 

Bab III 

Bab II 

Bab! 

(3) Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keiuarga Berencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai 
berkut: 

(2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan 
pembangunan dalam Renstra sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian 
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang 
ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan 
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 
Perempuan,Perlindungan Anak dan Keiuarga 
Berencana Provinsi untuk tercapainya sasaran 
pembangunan nasional dan provinsi. 

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan 
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadl kewenangan daerah di 
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana , yang disusun berpedoman kepada RPJMD 
dan bersifat indikatif, 



BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR _)q···· 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

Diundangkan di Rumbia 
pada tanggal 1--1' ltt-liJ 1,9-\ 2020 

5 
4 
3 
2 

r:o lr.IlT/SAllLVI KEIUA PARAF 
t Je/'"fnl 

Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal :20 ~rhJ1,fl.t 2020 

( 

BUPATIBO 
PARAF KOORDINASI 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bombana. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 4 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

(4) Renstra Dinas Perhubungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bab VII 

Bab VI 

BabV 
Bab IV 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

: Tujuan dan Sasaran 

: Strategi dan Arah Kebijakan 
: Rencana Program dan Kegiatan serta 
Pendanaan 

: Kinerja Penyelenggaraan Bidang 
Urusan 

Bab VIII : Penu tu p 
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Hali 

KEPALA DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK DAN 
KELLI GA BERENCANA , 

TEN BOMBANA 

Oktober 2019 Rumbia, 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rasa syukur yang selalu kita panjatkan 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq, Rahmat, Hidayah serta 
InayahNya kepada kita semua, sehingga kami dapat rnenvusun dokumen Rencana 
Strategis Tahun 2017-2022 Program - Program Pemerintah Daerah khususnya dalam 
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana. 

Penyusunan Rencana Strategis ini pada satu sisi mengacu pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Bombana Tahun 
2017-2022. Pada sisi lain juga memperhatikan potensi, peluang, kendala dan kemampuan 
anggaran yang tersedia. Oleh karena itu Renstra ini sebagai pedoman kerja bagi Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana, juga memberikan 
orientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan mengutamakan akuntabilitas kinerja yang 
dapat dipertanggung jawabkan dan pelaksanaannya selalu berkesinambungan. 

Arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga 
Berencana Kabupaten Bombana yaitu penduduk tumbuh seimbang menuju keiuarga 
berkualitas, sumber dava yang bermutu dan keiuarga yang lebih sejahtera. 

Kami menyadari bahwa keberhasilan program untuk mewujudkan visi dan misi 
tersebut adalah merupakan komitmen bagi Pemerintah Daerah dan semua pihak 
yang mendukung program Pembangunan khususnya pada Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keiuarga Berencana, sedangkan apabila ada kekurangan adalah merupakan 
ketidak sempurnaan kami dalam mengembantugaspokokdanfungsi 

Demikian materi Renstra yang kami susun untuk dijadikan pedornan dalam 
kegiatan selama tahun 2017 - 2021 agar dapat bermanfaat dalam Program Pembangun 
Kabupaten Bombana 
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A. Pengertian Renstra 

Menurut Kerzner Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah 

alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan 

proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah 

petunjuk yang dapat digunakan organisasi dart kondisi saat ini untuk mereka 

bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. 

Rencana strategis ini dalam pemerintahan lebih dikenal dengan nama 

Rencana Pembangunan Daerah. Ada 3 jenis rencana pembangunan daerah yang 

disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 

5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya atau 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, maka kepada seluruh Daerah dalam menyusun RPJMD nya agar 

berpedoman kepada regulasi tersebut, kemudian untuk daerah yang telah 

menyusun RPJMD sebelumnya agar membuat revisi sesuai pedoman penyusunan 

yang tercantum didalamnya 

RPJMD ini yang kemudian menjadi dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

untuk menyusun Revisi Rencana Strategis atau Renstra, Rencana Kerja (Renja) dan 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan dan evaluasi program. Dengan kata lain, revlsl Renstra Dinas 

1.1 LATAR BELAKANG 

BABI 
PENDAHULUAN 
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Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 ini disusun atas dasar 

landasan idiil Pancasila dan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara 

1.2 LAN DASAN HU KUM 

Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2017- 

2022 merupakan penjabaran dari Revisi RPJMD Kabupaten Bombana tahun 2017- 

2022 untuk mencapai vlsl pembangunan jangka menengah yaitu mewujudkan 

bombana sejahtera (Munajah) 2017-2022. 

B. Fungsi Revisi Renstra 

Sebagai suatu dokumen perencanaan, maka Renstra Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana berfungsi untuk 

memberikan panduan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 tahun (tahun 

2020-2022) yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta isu 

strategis dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. 

C. Proses Penyusunan Renstra 

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran RPJMD 

Kabupaten Bombana, maka penyusunan sasaran dan indikator kinerja dalam 

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten 

Bombana adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi bupati dan wakil 

bupati terpilih sesuai dengan tupoksi dan isu strategis yang ada di Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana. 

D. Keterkaitan Renstra dengan Doukuman Lainnya 

Hubungan Revisi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana 

Kabupaten Bombana tahun 2017- 2022 dengan dokumen lainnya adalah : 

1. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten 

· Bombana disusun dengan berpedoman pada Revisi RPJMD Kabupaten Bombana 

tahun 2017 - 2022 dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Propinsi 

Sulawesi Tenggara, RPJPD Kabupaten Bombana, RTRW Kabupaten Bombana, 

dan RKPD Kabupaten Bombana 

2. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten 

Bombana akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan 

Rencana Kerja Anggaran SKPD 
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a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

b, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

c. Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keiuarga; 

d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Dae rah; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand 

Design Pembangunan Kependudukan; 

h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Darah Kabupaten Bombana 

Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan 

pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Bombana, yaitu : 

2017 -2022 REVIS! RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 



I lal4 

• BAB I PENDAHULUAN, 

1.1. Latar Belakang, 

1.2. Landasan Hukurn, 

1.3. Maksud dan Tujuan, 

1.4. Sistematika Penulisan. 

Adapun sistematika penyusunan revisi RENSTRA Dinas Penegendalian 

Penduduk dan Keiuarga Berencanan Kabupaten Bombana tahun 2017 - 2022 adalah 

sebagai berikut : 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

B. Tujuan 

Tujuan penyusunan Revisi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2017 - 2022 adalah untuk : 

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan 

Pemerintah Kabupaten Bombana dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana, sehingga akan bermanfaat bagi proses 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana; 

2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana dalam penyusunan 

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten 

Bombana yang memuat program dan kegiatan. 

A. Maksud 

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2020-2022 dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan 

serta indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana 

Kabupaten Bombana. 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

I. Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana. 
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• BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDAUAN PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOMBANA, 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan 

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana, 

2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga Berencana 

Kabupaten Bombana, 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga Berencana 

Kabupaten Bombana, 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian 

Penduduk Dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana. 

• BAB III PERMASALAAN DAN ISU-ISU STARTEGIS DINAS PENGENDAUAN 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOMBANA, 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas 

Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana, 

3.2. Telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Bombana, 

3.3. Telaahan Renstra BKKBN dan Renstra Provinsi, 

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS, 

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis. 

• BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi 

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga 

Berencana Kabupaten Bombana 

• BAB V STRA TEGI DAN ARAH KEBDAKAN 

• BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF, 

• BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN 

• BAB VIII PENUTUP 
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1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan 

keiuarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keiuarga 

2. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian 

kuantltas penduduk dan keiuarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan 

keiuarga 

3. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas 

penduduk 

4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian kuantitas penduduk 

5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas 

penduduk dan keiuarga berencana 

6. Pelaksanaan dan pendayagunaan tenaga penyuluh keiuarga berencana/petugas 

lapangan keiuarga berencana dan kader keiuarga berencana 

7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat 

kontrasepsi 

8. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana mempunyai 

fungsi yaitu : 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana 

a. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana, bahwa tugas 

pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana 

yaitu : " Membantu Bupati menyelesaikan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan 

keiuarga berencana." 

GAMBARAN PELAYANAN 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN BOMBANA 

BAB II 
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1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, meliputi : 

a. Sub Bagian Perencanaan danKeuangan 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, yang 

membawahi 3 Seksi : 

a. Seksi Advokasi dan Penggerakan, 

b. Seksl Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB 

c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keiuarga 

4. Kepala Bidang Keiuarga Berencana, yang membawahi 3 Seksi : 

a. Seksi Distribusi Alkon, 

b. Seksi Jaminan Pelayanan KB, 

c. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

5. Kepala Bi dang Ketahanan dan Keiuarga Sejahtera, yang membawahi 3 Seksi: 

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana 

Kabupaten Bombana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Darah 

Kabupaten Bombana dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana. Susunan 

Organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten 

Bombana sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang 

hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara 

menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga 

memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta 

tanggung jawab dalarn hubungan kerjasama antar satu dengan lalnnya. 

b, Struktur Organisasi 

9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, 

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keiuarga 

10. Penyelenggaraan urusan kesekretarlatan, 

-·-,-!I. - --------------------, 
2017 -2022 REVIS! RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KaUARGA BEREN CANA 



Hal 8 

1. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan, dipimpin oleh seorang kepala Sub. 

Bagian Perencanaan dan Keuangan yang dalam melaksanakan tugas dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub.Bagian Perencanaan 

mempunyai tugas melaksanakan melakukan koordinasi penyusunan rencana 

program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan 

barang milik negara serta sarana program Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Bombana. 

2. Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub. Bagian tata Usaha 

yang dalam melaksanakan tugas dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris. Sub.Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian 

dukungan administrasi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, arsip 

dan dokumentasi. 

b. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Kornunlkasi, Informasi, Edukasi dan 

Penggerakan 

- Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan ; 

- Sub. Bagian Tata Usaha ; 

a. Sekretariat 

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekertaris yang dalam melaksanakan tugas 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris 
mempunyai tugas : 

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,pembinaan dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana; 

Sekretaris membawahi : 

a. Seksi Pemberdayaan Keiuarga Sejahtera, 

b. Seksi Bina Ketahanan Keiuarga Balita, Anak dan Lansia 

c. Seksi Bina Ketahanan Remaja 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Untuk lebih jelas dari Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana, maka dapat dilihat pada skerna berikut ini 

------- ----·--·--,---------------------- 
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a. Seksi Advokasi dan Penggerakan; 

a. Perumusan Kebijakan teknis Daerah Bidang pengendalian penduduk, sistem 

informasi keiuarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian 

Penduduk dan Keiuarga Berencana; 

b. Pelaksanaan kebijakan Teknis daerah Bidang pengendalian Penduduk, sistem 

informasi keiuarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian 

Penduduk dan Keiuarga Berencana; 

c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang pengendalian Penduduk, 

sistem informasi keiuarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang 

Pengendalian penduduk dan Keiuarga Berencana 

d. Pelaksanaan pemaduan dan singkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam 

rangka pengendalian kuantitas penduduk; 

e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; 

f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan Keiuarga 

Berencana; 

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang pengendalian Penduduk, sistem 

informasi keiuarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian 

Penduduk dan Keiuarga Berencana; 

h, Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di Bidang pengendalian Penduduk, sistem 

informasi keluarga, penvuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian 

Penduduk dan Keiuarga Berencana; 

i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsunya; 

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, 

Edukasi dan Penggerakan terdiri atas : 

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, 

Edukasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis 

dibidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan 

pengg erakan. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, 

Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi : 

-----~---------------------------- 
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d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian 

alat dan obat kontrasepsi daerah Kabupaten; 

c. Pelaksanaan Penvelenqqaraan Norma stander prosedur dan kriteria bidang 

Keiuarga Berencana; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah kabupaten Bidang Keiuarga Berencana ; 

a. Perumusan kebijakan teknis daerah kabupaten Bidang Keiuarga Berencana; 

menyelenggaraka n fu ngsi: 

Berencana Keiuarga Bidang tu gas melaksanakan Dalam 

1) Seksi Advokasi dan penggerakan mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, 

pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan 

kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemantauan dan penggerakan 

2) Seksi penyuluhan dan Pedayagunaan Penyuluh keiuarga berencana/Petugas 

lapanqan keiuarga Berencana dan kader Keiuarga Berencana mempunyai tugas 

menyiapkan bahan pembinaan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

norma, stander, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 

pendayaguna Keiuarga Berencana/ Petugas lapangan Keiuarga Berencana dan 

Kader Keiuarga Berencana. 

3) Seksi Pengendalian penduduk dan Informasi keiuarga mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan 

evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keiuarga. 

c, Bidang Keiuarga Berencana 

Bidang Keiuarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

teknis bidang Keiuarga Berencana daerah Kabupaten, Bidang Keluarga 

Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. 

c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keiuarga. 

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian 

Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan. 

b. Seksi Penyuluhan dan Pedayagunaan Penyuluh keiuarga Berencana/ Petugas 

lapangan keiuarga Berencana dan kader Keiuarga Berencana; dan 
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Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keiuarga mempunyai tugas 

melaksankan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keiuarga. 

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keiuarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Keiuarga 

Berencana. 

c. Seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarqa Berencana, 

mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan kesertaan 

ber-Keluarqa Berencana; 

b. Seksi Jaminan Pelayanan keiuarga berencana, mempunyai tugas penyiapan 

bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, 

standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan 

pelayanan Keiuarga Berencana Daerah Kabupaten; 

Bidang keluarga berencana terdiri atas : 

a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian alat dan alat kontrasepsi, mempunyai 

tugas Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta 

pemantauan dan evaluasi pengendalian dan Pendistribusian alat dan alat 

kontrapsepsi daerah Kabupaten; 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; 

h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang Keiuarga Berencana; 

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang Keiuarga Berencana; 

e. Pelaksanaan pelayanan Keiuarga Berencana daerah Kabupaten; 

f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-Keluarqa Berencana daerah 

kabupaten; 

---~-- 
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b. Seksi Bina Ketahanan keiuarga balita, Anak dan lansia, mempunyai tugas 

melakukan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan 

evaluasi pembinaan Ketahanan Keiuarga balita, Anak dan lansia; dan 

a. Seksi Pemberdayaan Keiuarga Sejahtera, mempunyai tugas menyiapkan 

bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, 

standar dan kriteria serta pemantauan dan evaluassi pembinaan Ketahanan 

Keluarga balita, anak dan lansia; 

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keiuarga terdiri atas : 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan 

h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang kesejahteraan dan ketahanan 

Keiuarga; 

g. Pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keiuarga; 

f. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten dibidang Pemberdayaan 

keiuarga sejahtera melalui pembinaan mikro keiuarga; 

e. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten dibidang Bina Keiuarga 

Lansia dan rentan; 

d. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten dibidang Pembinaan 

Ketahanan Remaja; 

c. Pelaksanaan kebijakan teknnis Daerah Kabupaten di bidang bina keiuarga 

Balita; 

b. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria Bidang Ketahanan dan 

Kesejahteraan keluarga; 

a. Perumusan kebijakan teknis Daerah kabupaten Bidang Ketahanan dan 

Kesejahteraan keiuarga; 

Dalam melaksankan tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan 

keiuarga menyelenggarakan fungsi : 

----·-------------------------------- 
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Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga 

Berencana Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut: 

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas secara operasional di 

lapangan, unit Pelaksana Teknis Dinas di pimpin oleh seorang kepala UPTD 

yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

UPTD dilengkapi dengan tata usaha dan jabatan fungsional yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas 

namun pada saat Peraturan Bupati Nomor SO tahun 2016 di undangkan sampai 

saat penyusunan RENSTRA ini belum terbentuk UPTD Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keiuarga Berencana. Ketentuan mengenai pembentukan UPTD 

diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara 

tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Keiuarga 

Berencana. 

c. Seksi Bina Ketahanan Remaja, mempunyai tugas menyiapkan bahan 

pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, 

prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan Ketahanan 

remaja. 
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2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana 

Kabupaten Bombana 

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana sangat diperlukan adanya Sumber daya 

manusia selain itu tidak kalah pentingnya adalah asset yang berupa Peralatan dan 

Perlengkapan. 
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Gambar 2.1. 

Bagan Struktur Organisasi 

Dinas pengendalian penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana 
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Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Oinas Pegendalian Penduduk dan Keiuarga 

Berencana Kabupaten Bombana apabila dilihat dari jenjang pendidikan merupakan 

sumber daya manusia yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan 

Sumber Data : Sub Bagjan Tata Usaha per 1 Oktober 2017. 

rr0· I -- 
PENOIOIKAN L p JUMLAH 

i I IPNS 26 14 40 I 
I 
I 

1. I S2 2 1 3 I 
I I I 

l I S1 + Profesi . 
. ~----- 

2. 17 5 21 

3. I 03 0 1 1 
I 

I 4. 
101 

0 0 0 
, __ ·----· --~ - ·-------~---- 

I 5. [SMA 7 7 12 
I 

I 6. 1sMP 0 0 1 
i 
I 

II I KONTRAK 104 I 
I ---- r··· 

144 I I JUMLAH 
I 

Klasifikasi Pegawai Oinas pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bombana Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Tabel 2.2. 

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha per 1 Oktober 2017. 

144 orang Jumlah 

i 
- --j 

I 5 ~~~~~fga K-e-ta-h~nan dan Kesejahteraai s __ o_r_an_g __ J 
L
1 6 Kelompok jabatan fungsional ! 23 Orang I 
-----------,........---------------------t-:' ~---·------··_J 

)_7 Tenaga ~agang / PH"!1" (Staf) t--.~7-orang 
i 8 Tenaga Magang I PHTI (Petugas Lapangan I 90 orang 
I KB) I 

\ 4 Bidang Keiuarga Berencana j 3 orang 

2 orang Bidang Pengendalian penduduk,1 

1 

Penyuluhan dan Penggerakan 

6 orang Sekretariat ! 2 

Kepala Oinas I 1 

Jumlah Pegawai 

3 

i 
1 orang 

Penempatan Dalam Jabatan \ No. 

Jumlah Pegawai Oinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten 

Bombana Berdasarkan Penempatan Oalam Jabatan 

Tabel 2.1. 
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2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 

1. Capaian Kinerja 2012 sampai 2016 

SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana baru terbentuk 

sebagai SKPD tersendiri pada Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Darah Kabupaten Bombana dimana sebelumnya bidang Keiuarga 

Berencana masih menjadi bagian darl SKPD Dinas Kesehatan. Namun demikian 

selama 5 (Jima) tahun terakhir Pelayanan yang telah diberikan kepada 

masyarakat Kabupaten Bornbana sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang 

Keiuarga Berencana, kinerjanya dapat dilihat dart beberapa pencapain 

selama ini sebagai berikut : 

Hak Milik j 11 Meja Kerja J 19 Unit 

Hak Milik 110 TV I 1 Unit 

Hak Milik 

Hak Milik j 7 Komputer Note Book (Laptop) 

I s---+-K-u-rs-i -Ke-rja - _- _--_-_-----------f_1- .."." "....' ... +----~-~-~~k ;;~-ik- 

i 9 AC . .. I 3 Unit 
! I 

Hak Milik 2 Unit / 6 Komputer PC + Printer 
i 

Hak Milik 102 Unit i I 5 Kendaraan Dinas Roda 2 
! 

Hak Milik 4 Kendaraan Dinas/Operasional 

Roda 4 
3 Unit 

Ruan9 Rapat Utama j 3 
( 

Hak Milik 1 Unit l 
I 

Luas Bangunan I 2 
I Hak Milik 108 M2 

Status 

54 Unit 

Jenis Sarana dan Prasarana i Luas I Jumlah 
Luas Lahan _,_I ~-~-M-2 -.----------H--a-k-~;l-ik-- 

Sarana dan Prasarana pada Dinas pengendalian Penduduk dan 
Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana 

label 2.3. 

fungsinya sebagai pendukung pelaksanaan Program Nasional Kependudukan dan 

Keiuarga Berencana 

____ T _ 
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Capaian kinerja Bidang Keiuarga Berencana pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bombana berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2012 - 2016, 

menurut SPM, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah akan 

dijabarkan pada tabel berikut ini : 

Tahun IUD I MOP MOW IMP Suntik Pil Kondom JML 
I 

2012 31 - 24 2.300 10.725 7.522 425 21.027 

2013 42 4 32 2.381 10.541 8.154 574 21.728 

2014 48 7 44 2.421 10.027 9.321 583 22.451 

2015 51 7 51 2.513 10.075 9.876 627 23.200 

2016 52 I 7 54 2.531 10.368 10.247 715 23.947 
I_ - - ~---·--·--- 

Tabel 2.5. Hasil Pembinaan Peserta KB Aktif 

b. Hasil Pembinaan Peserta KB Aktif 

Perkembangan hasil pembinaan peserta KB aktif (kumulatif) di 

Kabupaten Bombana dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat disampaikan 

pada tabel berikut: 

Sumber : Rekap Laopran Bidang KB 2017 

Tahun IUD MOP MOW IMP suntik Pil Kondom JML I 
2012 8 - 5 705 3.245 2.619 220 6.802 I : 
2013 14 4 10 857 3.407 2.867 246 7.405 I 
2014 23 3 16 1.039 3.654 3.130 276 8.141 I 
------ - . -···-· ' ----------, 

2015 24 - 17 1.144 3.813 3.320 327 8.645 I 
--- -- -·-- -- 
2016 26 - 23 1.276 4.063 3.579 433 - 9AOOI 

I 

Hasil Pencapaian Peserta KB Baru Tabel 2.4. 

a. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru 

Berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan yang dikembangkan bidang Keiuarga 

Berencana dapat diketahui peserta KB baru dapat disampaikan tabel 

berikut: 
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Indikator Kinerja 

Sesuai Tugan dan Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasla Capaian Tahun ke- 

No 
Fungsi Perangkat Target 

Daer ah IKK 
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Capaian PB 
,____--~· --·~---------·---- ------- ------ ~------ --- ---- --- -· -- ~--- - -- 

IUD 10 17 27 28 0 8 14 23 24 26 80 82,35 85,18 85,71 86,66 

MOP 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 

MOW 6 12 19 20 26 5 10 16 17 23 83,33 83,33 84,21 85 88,46 
------ -----------·-- ~- ·- -· ----------- --+------- - ---·---- ~- -- 

Im plan 843 1013 1212 1320 1445 705 857 1039 1144 1276 83,62 84,60 85,72 86,66 88,30 

Suntik 3889 4046 4229 4402 4604 3245 3407 3654 3813 4063 83,44 84,20 86,40 86,61 88,24 

Pil 3211 3427 3678 3775 3966 2619 2867 3130 3320 3579 81,56 83,65 85,10 87,94 90,24 
-·-·-·------- ----~ ----- ----- ----- ---- -----· -~ ----- -· ---- ------ ----- ----· ____ ,_.. __ -------- 

Kondom 266 290 322 376 478 220 246 276 327 433 82,70 84,82 85,71 86,96 90,58 

Tabe 2.6 

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan kelaurga Berencana Kabupaten Bombana 
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2 Capaian PA 

IUD 41 SS 62 65 66 31 42 48 51 52 75,60 76,36 77,41 78,46 78,78 

MOP 0 4 7 7 7 
>-- - ---- -~--- ~~---- -~·------- .......... _______ .......___...__ ____ --~----- ------- --·~----· '--'-~-~ 

MOW 32 42 57 66 69 24 32 44 51 54 75 76,19 77,19 77,27 78,26 

Im plan 3076 3144 3171 3230 3233 2300 2381 2421 2513 2531 74,77 75,73 76,34 77,80 78,28 

Suntik 14455 14000 13100 12980 13220 10725 10541 10027 10075 10368 74,19 75,29 76,54 77,61 78,42 

Pil 10000 10666 12002 12600 12909 7522 8154 9321 9876 10247 75,22 76,44 77,66 78,38 79,37 

Kondom 560 751 747 788 890 425 574 583 627 715 75,89 76,43 78,04 79,56 80,33 
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a. Cakupan Peserta KB Baru yaitu Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru 

menjadi peserta KB untuk pertama kalinya atau sebelumnya pernah 

mengunakan kontrasepsi yang di antarai dengan kelahiran. Setelah dilihat 

tabel diatas pada tahun 2012 sampai 2016 hasil yang dicapai sudah 

melampaui target, keberhasilan ini tidak lepas dari peran Penyuluh Keiuarga 

Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keiuarga Berencana (PLKB) di tingkat 

bawah dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan pelayanan kontrasepsi 

secara terpadu dan bekerjasama dengan mitra kerja terkait seperti dokter, 

bidan dan tenaga teknis lainnya. 

b. Cakupan Peserta KB Aktif yaitu Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang 

masih aktif menggunakan kontrasepsi sampai tahun berjalan. Jumlah 

kumulatif ini menunjukkan angka pemakai kontrasepsi di kabupaten Bombana. 

Keberhasilan capaian ini juga tidak lepas dari peran PKB dan PLKB di tingkat 

lapangan. 

3. Capaian Kinerja Anggaran SKPD Tahun 2012 sd 2016 

penyebab Secara lebih rinci berikut adalah analisis 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja : 

2. Evaluasi Kinerja 2012 sampai 2016 

SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana baru terbentuk 

sebagai SKPD tersendiri pada tahun 2017 yang dimana sebelumnya urusan 

Keiuarga Berencana masih merupakan bagian dari urusan Perangkat daerah 

bidang Kesehatan, sehingga indikator yang di bebankan pada saat itu adalah 

capaian peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif. Melihat hasil capaian pada tabel 

tersebut diatas, rata-rata capaian darl tahun 2012 srnpai 2016 mencapai 80 

sampai 90 persen. 

Dari tabel 2.6 dapat terlihat bahwa sarnpai dengan tahun 2016, dari 2 (dua) 

indikator kinerja, telah mencapai target tahunan/RPJMD yaitu 

• Indikator Cakupan Peserta KB Baru mencapai 80-90°/o 

• Cakupan Peserta KB Aktif Mencapai 70-80 °/o 
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Gambaran anggaran dan realisasi pendanaan bidang Keiuarga Berencana pada 

Oinas Kesehatan dan Keiuarga Berencana selama tahun 2012 sampai 2016, dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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_____ ,_ _ 
2015 2016 

----------1- -- r·--~- ~--~ - ---- --------~--- ---- ----- 
2015 20~-2012 J 2013 . 2014 2015 ~=~- 2~: __ 2013 2014 

172,700 907, 110 I - I 1,333,424 277,825 166,050 891 ,505 o.oo 1 OO 100 

Uraian 

Anggaran Pada Tahun ke­ 
(Rp.) 

Rasia Antara Relalisasi dan 
Penganggaran Tahun ke- 

Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.) 

96.15 98.28 

No --------··1---~-- 
2012 2013 2014 

...---------1 __ ......,.....__P_rog-r-am_K_e_lu_a_r __ g_a_B_e_r_e_nc-a-na--~~ -+--------~-~ 
i 1,333,424 277,825 

Tabet 2.7 

Anggaran dan Reallsasl Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana 
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1. Masih Kurangnya data base yang dimiliki pada masing-masing sektor, sehingga 

menyulitkan dalam penyusunan program Pengendalian Penduduk dan KB 

Ka bu paten Bombana. Hal ini terkait dengan masih lemahnya ketersediaan data 

mutakhir dari dinas/instansi/lembaga itu sendiri. 

2. Sarana Prasana kelembagaan yang beium maksimal 

3. Masih adanva beberapa formasi jabatan struktural yang belum terisi 

(sebagaimana tercantum dalam Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk 

dan KB Kabupaten Bombana Berdasarkan Penempatan Dalam Jabatan seperti 

pada tabel 1 diatas). 

4. Rasia Petugas Penyuluh KB Lapangan sehingga 1 PKB/PLKB menangani rata-rata 
5 desa, 

5. Cakupan MKJP yang rnaslh perlu ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan 

pencapaian Peserta KB Aktif 

Berdasarkan analisis internal dan eksternal rnaka tantangan yang dihadapi 

oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

2.4. Tantangan dan Peluang Pemgembangan Pelayanan SKPD 

Pada umumnya, permasalahan yang ada di Dinas Pegendalian Penduduk 

dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana juga merupakan sasaran yang 

termuat dalam Renstra Badan Kependudukan dan Keiuarga Berencana Nasional dan 

sasaran yang termuat dalam Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keiuarga Berencana Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Sasaran BKKBN dan BP3AKB adalah sebagai berikut : 

• Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) 

• Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern 

• Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 

• Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi 

• Jangka Panjang (MKJP) 

• Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi 

• Meningkatnya Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan 

• Meningkatnya keberdayaan keiuarga dari balita sarnpal lansia 
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Dari tantangan dan peluang yang dijabarkan diatas, maka Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana membutuhkan 

pelayanan sebagai berikut: 

Dengan beberapa tantangan pelayanan tersebut diatas, juga ada 

peluang yang dapat dimafaatkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, yaitu : 

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keiuarga, Peraturan Daerah 

Bombana Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Bupati Bombana No 50 Tahun 2016 

tentanq Kedudukan, Susunan Oerganoisasi tugas dan fungsi serta tata kerja 

Dinas Pengendalian Peduduk dan KB, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana diberi tugas dan tanggung jawab 

untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program 

KB Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana mempunyai fungsi dalam pelaksanaan advokasi, 

penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, koordinasi, pemantauan 

dan evaluasi, serta pembinaan. 

2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan 

kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya program KB 

menjadi bagian dari prioritas nasional yang dalam RPJMN 2015- 2019. 

3. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan 

Kependudukan Keiuarga Berencana dan Pembangunan Keiuarga di Kabupaten 

Bombana 

4. Memiiiki potensi pembinaan kegiatan di wilavah melalaui tenaga Petugas 

Lapangan KB, kader KB dan kelornpok kegiatan; 

5. Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana fasilltas faskes KB melalui 

dana OAK 

6. Peningkatan kualitas kelompok kegiatan yang terkalt dengan revitaslisasi 

pembinaan kelompok kegiatan, metode dan sarana untuk melakukan KIE 

(komunikasi, infromasi dan edukasi); dan 

7. Penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral, baik iembaga 

pemerintah maupun swasta. 

__ , __ ---------------------~-~--- ioe•- ·- 
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1. Program Pengendalian Penduduk 

Dengan fokus pelayanan pada : 

a) Pemutakhiran Data Keiuarga 

b) Sinkronisasi Kegiatan Lintas Sektoral dengan Mitra Kerja Terkait 

c) Penyebarluasan Informasi Keiuarga Berencana 

d) Pelaksanaan Integrasi Program KKBPK dan Program Pengembangan Lainnya 

di Kampung KBPembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KKBPK Kesehatan 

e) Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader 

f) Pelaksanaan Lomba KB Lestari,Poktan Mandiri,PLKB Teladan, Kampung KB 

dan Gerak PKK Kesehatan 

g) Bimbingan Terpadu Penyuluh Lapangan KB 

h) Pengadaan Sarana Prasarana Pendataan 

2. Program Keiuarga Berencana 

Dengan fokus pelayanan pada : 

a) Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan KB 

b) Pengelolaan Media KIE dan Managemen BOKB 

c) Pengadaan Sarana Penyuluhan KB 

d) Pengadaan Sarana Prasarana Petugas KB 

e) Pengadaan Sarana Prasarana Transportasi KB 

3. Program Pelayanan Kontrasepsi 

Dengan fous pelayanan pada : 

a) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi oleh Tim Keiuarga Berencana Keliling 

(TKBK) 

b) Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) dan Side Effect Kontrasepsi 

c) Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi 

d) Pelayanan Konseling KB 

e) Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB 

f) Pengadaan dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kontrasepsi 

4. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keiuarga 

a) Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keiuarga di Kecamatan 

b) Pelaksanaan pembinaan kegiatan POKTAN di Desa 

c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Bina Keiuarga 

d) Sosialisasi Bina Keiuarga Balita Holistik Integratif (BKB-HI) 
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Selain dari permasalahan internal diatas, Oinas Pengendalian 

Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana dalam implementasi 

tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pengendalian penduduk 

dan keiuarga berencana masih terdapat permasalahan eksternal dimana 

identifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut: 

1. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yaitu sebesar 3,19 

2. Masih tingginya angka rata rata jumlah anak per keiuarga yaitu diatas 3,0 

3. Masih perlunya peningkatan Rasio akseptor KB 

4. Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap 

Program Kependudukan, Keiuarga Berencana, dan Pembangunan 

Keiuarga (KKBPK), yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan 

program dan penganggaran; 

5. Sarana Prasana kelembagaan yang belum maksimal 

6. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi alokon di fasilitas 

kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB. 

7. Aktifitas kegiatan kelompok ketahanan keiuarga BKB dan BKR dilihat dari 

tingkat pelaporan kegiatan masih rendah, demikian juga dengan tingkat 

kehadiran keiuarga yang aktif mengikuti pertemuan untuk BKB masih 

kurang mempunyai peran dan posisi penting baik dalam upaya 
Hal 26 

Jumlah dan kualitas SOM aparatur yang dimiliki oleh Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana untuk 

melaksanakan tugas-tugas administrasi perkantoran, perencanaan, dan teknis 

pelaksanaan bidang masih rendah. Kompetensi teknis SOM tenaga-tenaga 

fasilitator masih memerlukan kerja keras karena saat ini kondisinya masih 

sangat rendah sehingga masih memiliki keterbatasan dalam melakukan upaya 

fasilitasi peningkatan kualitas SOM SKPO dalam rangka penyusunan rencana 

dan anggaran yang responsif, Penguatan dan pembinaan stakeholders (SKPO, 

Lembaga dan Masyarakat) dalam rangka advokasi dan sosialisasi 

Kependudukan dan Keiuarga Berencana (KKB). 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana 

BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA 
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! c.1.Masih kurangnya sosialisasi 
dan partlslpasl masyarakat 
terkait pengunaan metode 
kontrase si tan ka 

b.2.Kebutuhan pelayanan 
kontasepsi yang belum 
merata sampai karena 
kebutuhan alokon masih 
rneniadl kebijakan pusat 
dalam hal emenuhan. 

c. Rendahnya 
partisipasi 
masyarakat terhadap 

b.1.Kurangnya 
penyuluhan,konseling, 
informasi dan edukasl 
kepada masyarakat 
disebabkan karena rasio 
Penyuluh rnaupun Petugas 
Lapangan KB (PKB/PLKB) 
yang masih rendah yaitu 1 : 
2 (1 orang PKB bertugas 
melayani sampai 2 Desa) 

tingginya 
rata rata 
anak per 

b. Masih 
angka 
jumlah 
keluarga 

1 Laju Pertumbuhan 
Penduduk 

I 
i I a. Belum 

1

1 kebijakan 
1 

(Perda/Perbup) yang 
! mengatur 
j pengendalian 
i penduduk 
I 
I 

I 

I 

a.2.Kejasama lintas sektor dalam 
pelaksanaan kegiatan masih 
erlu sinkronisasi 

--··-------- 
Masalah No Masalah Pokok 

--·---------·--· 

···! ··--·.- ·~-· .. 
adanya I a.1.Belum tersedianya data valid 

yang diperlukan untuk 
menyusun parameter 
kependudukan, Grand 
Design Kependudukan 
maupun Rancangan Induk 
Pengendalian Penduduk 

Akar Masalah 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat 
Dae rah 

Tabel 3.1 

menyukseskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana 

maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana itu sendiri. 

8. Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keiuarga Balita (BKB), 

Bina Keiuarga Remaja (BKR), Bina Keiuarga Lansia (BKL) dan Usaha 

Peningkatan Pendapatan Keiuarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal 

dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber­ 

KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA); 
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Dalam penyusunan Revisi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana 2017-2022, penelaahan visi, misi, 

dan program Bupati dan Wakil Bupati dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman atas arah pembangunan Kabupaten Bombana yang akan 

3.2. Telaahan ~isi, Misi dan Program Kepala Daerah dan \Vakil Kepala 
Daerah Terpilih 

2. Menurunkan rata-rata jumlah anak per keiuarga, sehingga dapat menekan 

Laju Pertumnbuhan Penduduk 

1. Meningkatkan persentase Rasia Akseptor KB melaiui Capaian Peserta KB 

Aktif 

Dari tabel 3.1. yang tersaji diatas, dapat disimpulkan ada 2 (dua) 

permasalahan pelayanan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana, yaitu : 

Dukungan 
Penyelenggaraan 
Pelayanan PD 

2 
I I a.1.Masih ada seksi/sub bidang 
, a. SDM perangkat I di masing-masing bidang 
\ daerah y~ng belum \ yang belum terisi dan jumlah 
;I tercukupi 

1 
staf yang belum optimal 

11 a.2.Kapasitas aparatur yang , 
i : masih rendah ! -·--------~r-- - - ---· --·---~I 

I / b.1.Dalam pengolahan data ! 
i b. Sarana dan masih membutuhkan media 
1/ prasarana penunjang dan alat pengolah data. 

kerja yang belum b.2.Masih kurangnya sarana 
11 terpenuhi I prasarana penunjang 
i I operasional penyuluhan lini 
I i lapangan yang belurn ~-----'----~------J _ _____J__ terpenuhi , 

d. Kurangnya I d.1.Sarana prasarana 
penguatan I pelaksanaan KIE yang belum 
kelornpok-kelornpok I terpenuhi 
kegiatan bina I 
keiuarga (Tribina) I d.2.Keterampilan dan 
dalarn meningkatkan ) pengetahuan Poktan Tribina 
ketahanan dan yang belum optimal 
kualitas keiuarga I 

c.2.Masih perlunya bimbingan 
teknis dan pelatihan bagi 
para petugas maupun kader 
yang bertugas di lini 
lapangan dalam pelayanan 
metode kontrasepsi jangka 
panjang 

kontrasepsi MKJP 
(Metode Kontrasepsi 
Jangka Panjang) 
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UNSUR f 

-. PENJELASAN VISI 
·: 1 

Religius Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, terpenuhinya 
hak-hak dasar dalam menjalankan ajaranagama, dan 
terwujud nya keseimbangan kehidupan beragama, antara 
kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional (kepedulian 
sosial) 

Berkeadilan Seluruh iapisan masyarakat diberi peluang yang sama dalam 
menjalankan aktifitas sosial, ekonomi dan mendapat 
perlindungan hukum, hak asasi manusia yang sama dan 
pelayanan pemerintah, pembangunan serta pembinaan 
kemasyarakatan yang merata. 

Aman Terjaminnya rasa aman masyarakat dalam melakukan aktifitas 
sosial, politik dan ekonornl. 

Sejahtera terciptanya kehidupan masyarakat dalam tatanan nilai yang 

Penjelasan Visi 

Tabel 3.2 

dilaksanakan seiama periode tahun 2020-2022, yang tertuang dalam Revisi 

RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017- 2022. Penelaahan tersebut 

diiakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong 
pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana yang dapat 

mernpengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bombana 

Tahun 2017- 2022. 
Sesuai dengan Revisi RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, 

Visi Jangka Menengah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah : 

"MEWUlUDKAN BOMBANA SElAHTERA (MUNAlAH) TAHUN 
2017-2022" 

Visi Pembangunan Kabupaten Bombana ini diharapkan akan 
mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Bombana dengan 

tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam 
Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam 
rangka mewujudkan Bombana masyarakat Kabupaten Bombana yang religius, 

berkeadilan, aman, sejahtera dan berbudaya. Adapun makna yang 

terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut : 
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Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk 

memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 

(lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana 

tahun 2017-2022, sebagai berikut: 

1. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur; 

dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, 

memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka 

isolasi wilayah. 

2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi; dimaksudkan untuk menciptakan 

kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada 

masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) aparat yang memiliki kompetensi, 

professional serta menjamin kepastian dalarn jenjang karir serta promosi 

jabatan. 

3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi; dimaksudkan untuk 

menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang 

dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung 

pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian 

danperikanan/kelautansebagai andalan utama. 

4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 

dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas 

intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor 

pendidikan dan kesehatan. 

s. Melanjutkan Pemantapkan Pembangunan Budaya Masyarakat 

Bombana; dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang 

heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada 

kearifan budaya lokal. 

UNSUR i ; 

I PENJELASAN : VISI i ·' 
. [ 

luhur, sopan santun, taat dan menjunjnng tinggi kearifan lokal 

yang tumbuh dan berkembang dalam mayarakat. 

Berbudaya menumbuh kembangkan nilai-nilai dasar masyarakat Bombana 

yang agamis, nilai kejuangan, etika sosial bermasyarakat yang 

menyatu pada akar budayanya dan nilai-nilai sosial yang bersifat 

universal. 
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pelayanan b. Pendayagunaan 

budaya lokal 

a. Pelaksanaan advokasi, reproduksi remaja 

komunikasi, informasi dan If. Program promosi 

edukasi (KIE) I kesehatan ibu, bayi dan 

pengendalian penduduk I anak melalui kelompok 

dan KB sesuai kearifan ! kegiatan di masyarakat 
l jg. Program Pengembangan 

tenaga I pusat 
! 

Kesehatan e. Program 

peran serta masy dalam 
pengendalian kuantitas I pelayanan KB/KR yang 

penduduk I mandiri 

b. Pemetaan perkiraan 
Id. 

Program Penyiapan 

pengendalian penduduk tenaga pendamping 

cakupan daerah Kab/Kota kelompok bina keluarga 
2. Keiuarga Berencana (KB) : 

Kab/Kota dalam rangka 
Pembinaan daerah c. Program pemerintah 

Kontrasepsi 

Pelayanan kebijakan pemerintah b. Program 

daerah provinsi dengan 

keiuarga 

Berencana 

a. Program 

Berencana 

i Pengendalian 1. Pengendalian Penduduk : 
Penduduk a. Pemaduan dan sinkronisasi 

dan Keiuarga 

NAMA PROGRAM I URUSAN SUB URUSAN 
I 

Urusan,Sub Urusan dan Nama Program Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 
menurut UU.nomor 23 Tahun 2014 

Tabel 3.3 

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Urusan, Sub Urusan dan Narna Program berdasarkan 

kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana adalah sebagai 

berikut: 

Berdasarkan penjabaran atas Visi dan Misi Kabupaten Bombana Tahun 

2017-2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana 

bertanggung jawab untuk mewujudkan unsur misi : 

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana masuk pada 

penjabaran Misi 4 yaitu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia 

dimana salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam misi ini adalah 

meningkatnya angka harapan hidup melalui pengendalian kependudukan 
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Maka Rumusan RPJMD terkait dengan Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana memberi kontribusi yang signifikan agar optimal terwujud 

visi dan misi daerah. 

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan diatas 

dipaparkan dalam faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat 

keiuarga melalui 

pembinaan ketahanan dan / 

kesejahteraan keiuarga I 

pembangunan dalam 

pembangunan keiuarga I 
I 

melalui pembinaan 11· 

ketahanan dan 

kesejahteraan keiuarga I 
b. Pelaksanaan dan I 

I 
peningkatan peran serta 

organisasi kemasyarakatan 

tingkat daerah Kab/Kota 

a. Pelaksanaan 

dalam 

tumbuh 

d. Pemberdayaan 

Kab/Kota 

penyuluh KB / petugas I informasi dan konseling 

lapangan KB (PKB/PLKB) J KRR 

c. Pengendalian dan I h. Program peningkatan 

pendistribusian kebutuhan I penanggulangan 

alat dan obat kontrasepsi \ narkoba, PMS termasuk 

serta pelaksanaan I HIV/Aids 
i 

pelayanan KB di daerah Ii. Program pengembangan 
I 
I 

! bahan informasi tentang 

dan I pengasuhan dan 
I 

peningkatan peran serta \ pembinaan 
! 

organisasi kemasyarakatan J kembang anak. 

tingkat daerah Kab/Kota Jj. Program pengembangan 
I 

pelaksanaan I model operasional BKB- 
1 

pelayanan dan pembinaan I Posyandu-PADu 

kesertaan ber-KB \ 

t3. Keiuarga Sejahtera J 

I 

NAMA PROGRAM SUB URUSAN I URUSAN 
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peningkatan 
pembinaan 
kesertaan ber KB 
di masyarakat 

Program 

Upaya 
Peningkatan 
Kualitas Sumber 

<--~~---+-_D_a'@_ Manusia 
a. Program 

keluarga 
Berencana 

b. Program 
Pelayanan 
Kontrasepsi 

c. Program 
Penyiapan 
tenaga 
pendamping 
kelompok bina 
keluarga 

d.Program 
Pengendalian 
Penduduk 

a. Komitmen yang 
tinggi dari 
Pemerintah Daerah 
Ka bu paten 
Bombana dalam 
mendukung 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan KB 
Kabupaten 
Bombana 

b. Adanya komitmen 
aparat Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan KB 
Kabupaten 
Bombana di dalam 
melaksanakan visi 
dan misi organisasi 
sehingga dapat 
mengatasi 
keterbatasan 
personil 

c. Adanya peran 
stakeholder dalam 
pengelolaan KB 

d, Kemudahan 
mendapatkan akses 
informasi tentang 
KB yang benar, 

e. Adanya peran 
institusi masyarakat 
seperti PPKBD dan 
Sub PPKBD 

f. Terfasilitasinya 
kegiatan BKB, BKR 
dan BKL 

g. Tersedianya tempat 
pelavanan dengan 
jenis alkon yg 
lengkap 

h. T ersedianya 
anggaran untuk 
oendataan keluarqa 

a. PUS yg baru 
punya anak 
satu ingin 
segera punya 
anak 

b. Persepsi masy 
bahwa KB 
adalah urusan 
ibu-ibu 

c. Belum semua 
keluarga 
mengikuti 
kegiatan BKB, 
BKR dan BKL 

I 
d. Tidak .ada 

penenmaan 
PNS formasi 

I Penyuluh KB 

I e. Belum 
) tersedianva 
I data keluarga 
! yang akurat 
I f. Keterbatasan 
I dana dan SOM 
I bagi I peningkatan 

I

, pelayanan 
~epeme rinta ha peningkatan 

ketahanan 
kefuarga metatui 
kegiatan Tri Bina 
Perlu 

i 
J 

I 
I g. 
I 

i 

I 
r 

tenaga 
fungsional 
petugas 
penyuluh KB 
Perlu 

a. Sarana/Prasarana 
penunjang 
operasional belum 
memadai 

I
I b. Masih kurangnya 

jumlah personil 
yang berstatus 

I Pegawai Negeri 
! Sipil ( PNS 

c. Masih adanya 
beberapa formasi 
jabatan struktural 

\ 

yang belum terisi 
d. Masih tingginya 

I angka kebutuhan I berKB ta pi tida k 
I terpenuhi 
j (Unmetneed) 

I 
e. Perlu 

penambahan 

I 
I 
I 
I f. 

Misi 4 

PERMASALAHAN I FAKTOR 
PELAYANAN SKPD PENGHAMBAT PENDORONG 

MISI &. PROGRAM 
BUPATI/WAKIL BUPATI NO 

MEWUJUDKA_N_B_O_M_BA_N_A_S_El_A_H_T_E_RA_(_M_U_NAJ-AH_)_TAH_U_N_20_1_7 20_2_2_ ----~ l 
! 

Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan 

SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan 
Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 

Dae rah 

Tabel 3.4 

4 

VISI 

mempengaruhi pencapalan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala 

daerah, yaitu sebagai berikut: 
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3.3. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keiuarga Berencana 

Nasional (BKKBN) dan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Kependudukan dan KB Provinsi Sulawesi 

Tenggara 
Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, 

seluruh Kementerian/Lembagan diarahkan untuk turut serta mensukseskan 

Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) 

tahun kedepan adalah untuk mewujudkan "Indonesia yang Berdaulat, Mandiri 

dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Visi dan Misi 

Pembangunan tersebut kemudian didukung oleh 9 Agenda Prioritas 

Pembangunan (Nawa Cita), dimana BKKBN diharapkan dapat untuk turut 

mensukseskan Agenda ke 5 (lima), untuk "Meningkatkan Kualitas Hidup 

Manusia Indonesia". 

Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah mewujudkan 

penduduk tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen akan turut 

mensukseskan Agenda Prioritas Nomor 5 (didalam Nawa Cita), untuk 

mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menjadi 

"Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk 

Tumbuh Seimbang dan Keiuarga Berkualitas", dimana pertumbuhan 

penduduk yang seimbang dan keiuarga berkualitas ditandai dengan 

menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate 

(NRR) == 1 yang di proyeksi kondisi tersebut pada tahun 2025, serta keiuarga 

berkualitas ditandai dengan keiuarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan 

yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah 

anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Dalam mendukung upaya perwujudan visi diatas, BKKBN juga 

memiliki misi (1) Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan 

Kependudukan; (2) Menyelenggarakan Keiuarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduktif; (3) Memfasilitasi Pembangunan Keiuarga; (4) Membangun dan 

Menerapkan Budaya Kerja Organisasisecara Konsisten; serta (5) 

Mengembangkan Jejaring Kemitraan dalam Pengelolaan Kependudukan, 

Keiuarga Berencana dan Pembangunan Keiuarga. 

Terkait dengan visi misi tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk 

dan KB yang rnerupakan SKPD Pemerintah Kabupaten Bombana yang 

menangani masalah Keiuarga Berencana dan Kependudukan tersebut, 
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berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang strategis yang 

diperlukan untuk melaksanakan pembangunan Kependudukan dan Keiuarga 

Berencana serta mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk 

menyelenggarakan Pembangungan Keiuarga Berencana dalam rangka 

penvlapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak 

reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraaan keiuarga peserta KB. 

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023, yakni 

: "TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU, 
SEJAHTERA DAN BERMARTABAT". Penelahaan visl, misi dan program 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami 

arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan 

lima tahun mendatang serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat 

dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil 

telaahan visi dan misi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu­ 

isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara yang didasarkan 

pada tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan dan kebutuhan pengelolaan 

agar dapat berkonstribusi dalam pencapaian visi dan rnlsi tersebut. 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Provinsi 

Sulawesi Tenggara mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, 

kualitas keiuarga, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam 

mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di 

berbagai sektor pembangunan dengan sasaran : 

a) Meningkatnya partisipasi perempuan pada berbagai bidang 

pembangunan 

b) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

anak termasuk TPPO 

c) Meningkatnya pemenuhan hak anak rnelalui implementasi 

Kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak 

2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk rnelalul peningkatan kesertaan 

ber-KB dan Advokasi KIE untuk mencapai keiuarga sejahtera, dengan 
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Analisia isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas Pengendalian 

Penduduk dan KB untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan 

hasil kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan. 

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan l{ajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

Pengembangan wilayah merupakan rangkaian upaya untuk mencapai 

suatu perkembangan yang diinginkan wilayah tersebut. Dalam 

pengembangan wilayah ingin dicapai keterpaduan dalam penggunaan 

berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan 

nasional / wilayah suatu kesatuan wilayah. 

Dengan adanya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Tahun 2013 - 2033 yaitu pengembangan struktur ruang daerah, 

pengembangan pola ruang daerah dan penetapan kawasan strategis daerah, 

telah sejalan dan mendukung pencapaian Misi 1 yaitu Melanjutkan Percepatan 

Pembangunan Infrastruktur yang dimaksudkan untuk mendukung percepatan 

pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat dan membuka isolasi wilayah, terkait urusan wajib Pengendalian 

penduduk dan keiuarga berencana. 

sasaran Meningkatnya pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan 

partisipasi masyarakat dalam kesertaan ber-KB. 

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan KB Provinsi Sulawesi 

Tenggara, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana 

yang menangani masalah Keiuarga Berencana dan Pengendalian Pendudukan , 

berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang strategis yang 

diperlukan untuk melaksanakan pembangunan Kependudukan dan Keiuarga 

Berencana serta mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk 

menyelenggarakan Pembangungan Keiuarga Berencana dalam rangka 

penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak 

reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraaan keiuarga peserta KB. 
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I l Faktor yang Mempengaruhi I 
i ' . ·. ' 

Aspek Capa~an/Kondisi I INTERNAL EKSTERNAL Permasalahan 
Kajian Saat ini (KEWENANGAN (DILUAR Pelayanan SKPD 

SKPD) KEWENANGAN 
! .· SKPD) 

Gambaran SDM pengelola 

I Adanya komitmen aparat Dukungan 1. Sarana/Prasaran 
pelavanan program yang Dinas Pengendalian Stakeholder dan a penunjang 

SKPD perlu dipenuhi I Penduduk dan KB operasional I mitra kerja, sesuai dengan I Kabupaten Bombana di belum memadai 
kompetensinya I 2. Masih kurangnya 

I dalam melaksanakan visi 
dan misi organisasi jumlah personil 

' yang berstatus i sehingga dapat ; Pegawai Negeri 
i rnenqatast keterbatasan I Sipil {PNS) I ! personil terutama tenaga t------- . ' 

Kajian Dinas / Adanya komitmen aparat Dukungan Penyuluh KB di 
terhadap Visi Pengendalian I Dinas Pengendalian Stakeholder dan 

lapanqan 
I 3. Masih adanya Misi Kepala Penduduk dan KB I Penduduk dan KB mitra kerja. I beberapa 

Daerah sesuai tupoksi I Kabupaten Bombana di I formasi jabatan 
yang saat ini i dalam melaksanakan visi struktural yang -- ... ---------~-·~ 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian 
Penduduk dan KB Kabupaten Bombana 

Tabel 3.5 

1. Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD 

2. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi/kabupaten/kota 

3. Hasil telaahan RTRW 

4. Hasil analisis KLHS 

Informasi tersebut dapat disusun kedalam tabel matriks sebagai berikut: 

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-lsu strategis 

berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah: 

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis 

internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan ana lisis eksternal berupa 

kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima 

tahun mendatang. 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi 

atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam urusan 

Pengendalian Penduduk dan KB yang dampaknya signifikan bagi SKPD dimasa 

datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang 

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau 

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghiiangkan peluang untuk 

meningkatkan iayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

REVIS! RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREN CANA 2017 - 2022 



Hal38 

I 
I 
i 
i 

I I dan rnisi organisasi 
/ sehingga dapat 
i mengatasi keterbatasan 
I personll 
t 

telah sesuai dan 
sejalan terhadap 
KLHS 

Kabupaten Bombana di 
dalam melaksanakan visi 

Dukungan 
Stakeholder dan 
mitra kerja. 

Dinas I Adanya komitmen aparat 
Pengendalian I Dinas Pengendalian 
Penduduk dan KB ! Penduduk dan KB 

I 

! 

Kajian 
terhadap 
KLHS 

dan misi organisasi 
sehingga dapat 
mengatasi keterbatasan 

i personll 
~---·--------+------ - -~-----"~--+, --------------1----------- 

Kab.Bombana sesuai tupoksi 
tidak 
bertentangan 
dengan RTRW 
Kab.Bombana 

i Kabupaten Bombana di 
! dalam melaksanakan visi i 
i 

I 
I 

Dukungan 
Stakeholder dan 
rnltra keja. 

Kajian 
terhadap 
RTRW 

' keberadaan Dinas t Adanya komitmen aparat 
I 

Pengendalian ! Dinas Pengendalian 
Penduduk dan KB ! Penduduk dan KB 

Dukungan 
Stakeholder dan 
mitra kerja. 

Adanya komitmen aparat 
Dinas Pengendalian 
Penduduk dan KB 
Kabupaten Bombana di 
dalarn melaksanakan visi 
dan misi organisasi 
sehingga dapat 

, mengatasi keterbatasan 
i : personil 
I 

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan KB 
terhadap Renstra 
K/L telah 
mendukung dan 
sesuaidengan 
sasaran Renstra 
K/L 

Kajian 
terhadap 
Renstra K/L 
terkait 
Pengendalian 
Penduduk 
dan KB 

terhadap Renstra 
Provinsi telah 
mendukung dan 
sesuaidengan 
sasaran Renstra 
Provinsi 

Provinsi 
terkait PP 
dan KB 

Terpilih melaksanakan I dan misi organisasi belum terisi 
pengendalian 

I 
sehingga dapat 4. Tingginya Angka 

penduduk dan KB mengatasi keterbatasan Laju 
I h I d personil Pertumbuhan 

tea seja an an \ Penduduk (LPP) 
mendukung 5. Tingginya Angka 
terwujudnya Visi I keiahitan total 
Misi Kepala ) (Total Fertility 

__________ Daer~h terpilih --+1 _ ------------+----- -----1 Rate/TFR) 
6. Kurangnya 

Kajian Dinas Adanya komitmen aparat Dukungan Persentase 
terhadap Penqendalian Dinas Pengendalian Stakeholder dan Pemakaian 
Renstra Penduduk dan KB Penduduk dan KB mitra kerja. Kontrasepsi 

I Kabupaten Bombana di (Contraseption 

I 
dalam melaksanakan vlsi Prevalensi 
dan rnisi organisasi Rate/CPR) 

I 
sehingga dapat 7. Kurangnya 

I 
mengatasi keterbatasan akseptor Metode 
personil Kontrasepsi 

I Jangka Panjang 
(MKJP) 

8. Masih kurangnya 
pemahaman 
tentang mamfaat 
ber-KB 

9. Masih ada PUS 
yang menikah 
dibawah usia 20 
tahun 

10. Masih rendah 
peran pria dalarn 
ber KB, karena 
anggapan bahwa 
KB adalah 
urusan ibu-ibu 

11. Perlu 
peningkatan 
ketahanan 
keiuarga melalui 
kegiatan Tri Bina 

12.Perlu 
peningkatan 
pernblnaan 
kesertaan ber KB 
di IMP (lnstitusi 
Masyarakat 
Pedesaan) 

13.Perlu 
penambahan 
tenaga 
fungsional 
petugas 
Penyuluh KB 

14. Masih tingginya 
angka kebutuhan 
berKB tapi tidak 
terpenuhi 
(Unmet Need) 

INTERNAL 
{KEWENANGAN 

SKPD) 

Aspek 
Kajian 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

EKSTERNAL 
{DILUAR 

KEWENANGAN 
SKPD) 

Faktor yang Mempengaruhi I 
! 

Ca pala n/Kondisi 
Saat ini 

' j 
! 
! 
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NI 
! INDIKA KONO 

INDIKAT TOR TARGET KINERJA ISI 

oj TUJUAN OR l SASARAN SASARA AKHIR 
TUJUAN satu 

I • .N 2018 2019 2020 2021 2022 
I I an 

1 Meningkat Angka Meningkatny Rasia D/o 180.86 82.77 83.18 84,56 I 85.88 
kan Harapan a Upaya Akseptor D/o D/o % % '% 
Derajat Hid up Pengendalia KB I 

I 

Kesehatan n l 
masyarak Kependuduk I 

I 

at an I 
I 
i ·-- ···-- -·~-·-- .L-......--··-- ____ , __ - ---·-· 

Tabel 4.1 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.2. Sas a ran 

Sasaran adalah Target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang 

diimplementasikan kedalam suatu bentuk program/kegiatan. Adapun sasaran yang 

ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana dari 

setiap tujuan yang telah disebutkan di atas berdasarkan Revisi RPJMD Kabupaten 

Bombana Tahun 2017-2022. Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga 

Berencana Kabupaten Bombana adalah : 

1. Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel 

Adapun indikator dari sasaran tersebut diatas yaitu predikat Nilai SAKIP OPD 

2. Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan 

Adapun indikator dari sasaran tersebut diatas yaitu : Rasio Akseptor KB 

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hal-hal yang akan 

dilakukan untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi serta sebagai jawaban 

terhadap isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah 

yang sedang dan akan dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana 

berdasarkan Visi dan Misi pada revisi RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017- 

2022 yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keiuarga Berencana adalah: 

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 

2. Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 

4.1. Tujuan 

BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

-----------·-------------- •t:•rc.--= e11.··----- 
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2. Mewujudk Peningka Meningkatny Hasil Nilai I cc BB BB A !A 
an tan Nilai a Evaluasi 
Pelayanan Predikat Penyelengga SAKIP 
Birokrasi SAKIP raan Dinas PP 
yang pemerintah dan KB I Bersih Yang Oleh I dan Transparan Inspekto 

I 
Akuntabel dan rat 

I Akuntabel Daerah 

----------------------------------, ...... -...... 
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Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana 

Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini : 

5.2. Arab Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana 

Kabupaten Bombana 

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kepesertaan ber-KB 

2. Menurunkan Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 

3. Meningkatkan partisipasi tenaga pendamping kelompok bina keiuarga melalui 

BKB,BKL dan BKR 

4. Meningkatkan dukungan dan kebijakan terhadap Program Kependudukan 

Keiuarga Berencana dan Pembangunan Keiuarga (KKBPK) 

5. Menyediakan parameter kependudukan melalui pendataan dan validasi 

berkelanjutan 

6. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah 

5.1. Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana 

Kabupaten Bombana 

Untuk mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana kemudian dilaksanakan melalui 

strategi berikut ini : 

1. Meningkatkan Cakupan Peserta KB (PB) Baru maupun Aktif (PA) per Mix 

Kontrasepsi 

2. Menurunkan rata-rata jumlah anak per keiuarga melalui pengendalian dan 

pengaturan kelahitran bagi Wanita Usia Subur (WUS) Usia 15 sd 49 Tahun 

3. Peningkatan kualitas Pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kinerja 

pernerintah 

BABV 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

__ -.....,.,. .11,i_!lll&ta.-l'l!ll'l!l , _ _.. __ !"B __ .W _ 
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Peningkatan kualitas 
Pengelolaan keuangan 
daerah dan manajemen 
kineria oemerintah 

Kebljakan 1.1 : Peningkatan kualitas sistern 
akuntabilitas kinerja 
pemerintah 

Strategi 1: Tujuan 2: 
Mewujudkan 
Pelayanan Birokrasi 
yang Bersih dan 
Akuntabel 

Meningkatnya 
Penyelengga ra an 
pemerintah Yang 
Transparan dan 
Akuntabel 

F· 
I 
I 

l 

Kebijakan 2.3 : Menyediakan parameter 
kependudukan rnelalui 
pendataan dan validasi 
berkelaniutan 

Kebijakan 2.2 : Meningkatkan dukungan 
dan kebijakan terhadap 
Program Kependudukan 
Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga 
<KKBPK) 

Menurunkan rata-rata 
jumlah anak per keluarga 
rnelaloi pengendalian dan 
pengaturan kelahitran bagi 
Wanita Usia Subur (WUS) 
Usia 15 sd 49 Tahun 

Kebijakan 2.1 : Meningkatkan partisipasi 
tenaga pendamping 
kelompok bina keluarga 
rnelalui BKB BKL dan BKR 

Strategi 2 : 

Kebijakan 1.2 : Menurunkan Cakupan PUS 
yang ingin ber-KB tidak 
terpenuhi (Unmet Need) 

Meningkatkan Cakupan 
Peserta KB (PB) Baru 
maupun Aktlf (PA) per Mix 
Kontraseosi 

Kebijakan 1.1 : Meningkatkan kepesertaan 
ber-KB 

Strategi 1 : Ji. Meningkatnya 
I Upaya 

I. Pengendalaian 
Kependudukan 

I 
I 
i 

i 
l 
i 
l 
I 

I 
I 

i 
i 

Tujuan 1 ; 
Meningkatkan Derajat 
Kesehatan 
rnasvarakat 

f----M~is __ i 4 : LJpaya Peningkatan Kualitas Sumber pava M~musia _ -~--- 
Tujuan 1 Sasaran Strategi Kebijakan 

Misi 2 : Melanjutkan Reformasi Birokrasi 
Visi : Mewujudkan Bombana Seiahtera (Munaiah) Tahun 2017-2022 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk 

Dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2020-2022 

Tabel 5.1 
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d. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keiuarga 

1. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keiuarga di Kecamatan 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Bina Keiuarga 

3. Pelaksanaan pembinaan kegiatan POKTAN 

4. Pengembangan dan pembinaan kelompok BKR 

I. Program Strategis 

Berikut adalah program dan kegiatan yang telah direvisi dan disesuaikan 

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yaitu 

a. Program Pelayanan Kontrasepsi 

1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi 

2. Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi 

3. Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Side Effect Kontrasepsi 

4. Pengadaan sarana Prasarana Pelayanan KB 

S. Pelayanan Konseling KB 

6. Pengadaan dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kontrasepsi 

b. Program Keiuarga Berencana 

1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan KB 

2. Pengelolaan Media KIE dan Managemen BOKB 

3. Pengadaan Sarana dan Prasana KB 

c. Program Pengendalian Penduduk 

1. Pemutakhiran Data Keiuarga 

2. Pelaksanaan Integrasi Program KKBPK dan Program Pengembangan 

Lainnya di Kampung KB 

3. Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader 

4. Pembinaan Terpadu Penyuluh Lapangan KB 

S. Sinkronisasi Kegiatan Lintas Sektoral dengan Mitra Kerja Terkait 

6. Pengadaan Sarana Prasarana Pendataan 

7. Penilaian Lomba KB Lestari 

8. Pembinaan Lomba PKK KB Kesehatan 

9. Penyebarluasan Informasi Keiuarga Berencana 

Dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka disusun rencana 

program dan kegiatan beserta pendanaannya untuk tahun 2020 - 2022 adalah 

sebagai berikut : 

BABVI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

-----·-·---·-OI'----·----------,-----------·---:--:--- 
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a. Program Pelayanan Kontrasepsi 

1. Pelayanan KB Medis Operasi 

b. Program Keiuarga Berencana 

1. Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keiuarga Miskin 

2. Penyelenggaraan Kegiatan Oistribusi Alat dan Obat Kontrasepsi 

3. Pembinaan Lomba kesatuan gerak PKK KB Kesehatan 

4. Monitoring dan Evaluasi Program KB 

5. Pelaksanaan Integrasi Program KKBPK dan Program Kampung KB 

Pengembangan Lainnya di Kampung KB 

6. Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader 

7. Pengadaan dan Pemgembangan Aplikasi Intip Konsep 

8. Penyusunan Parameter Kependudukan Tingkat Kecamatan 

9. Sinkronisasi Kegiatan Lintas Sektoral dengan Mitra Kerja Terkait 

10. Pendataan Keluarga 

11. Penyebarluasan Informasi Keiuarga Berencana 

12. Pembentukan Kelompok Siaga Kependudukan 

13.Sosialisasi Program KKBPK Terhadap Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat 

c. Program Pengendalian Penduduk 

1. Pelatihan Penyusunan Parameter Kependudukan 

2. Pembentukan kelompok Siaga Kependudukan 

3. Monitoring dan Evaluasi 

4. Pendataan Keiuarga dan Validasi 

d. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keiuarga 

1. Bimbingan Terpadu Penyuluh Lapangan KB 

2. Monitoring dan Evaluasi 

3. Pelaksanaan dan Pembinaan Kegiatan Kelompok BKB di Posyandu 

4. Sosialisasi Kelompok Bina Keluarga 

e. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 

1. Soslallsasl Bina Keiuarga Balita Hollstik Integratif 

f. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan 

KB/KR yang Mandiri 

1. Pembinaan Terpadu Penyuluh Lapangan KB 

2. Pelaksanaan Lomba KB Lestari, Poktan Mandiri, PLKB Rumbia Teladan 

dan Kampung KB 

Adapun beberapa Program dan Kegiatan strategis yang di revisi (dihapus) yaitu 

5. Sosialisasi Bina Keiuarga Balita Holistik Integratif (BKB-HI) 

REVISI RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREN CANA 2020 - 2022 
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3. Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 

II. Program Penunjang 

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1. Pelayanan Surat Menyurat 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik 

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Bahan Pembersih 

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

9. Penyediaan Bahan Bacaan (Koran, Majalah, Tabloid) dan Peraturan 

Perundang-Undangan 

10. Penyediaan Makanan dan Minuman 

11. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dalam dan luar daerah 

12. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 

13. Penyediaan Jasa Iklan dan Publikasi 

b) Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur 

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

3. Pengadaan Mebeulair 

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/operasional 

5. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 

6. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 

7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Komputer 

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu 

2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

1. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 

2. Bimbingan Tekhnis Aparatur 

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah 

2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

----------w--•-·----••-l'IS•-• ---~-.--..-.-,, ... .,.....,.,_ _.....~.-------- 
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Rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk 

dan KB Kabupaten Bombana Tahun 2020·2022 disajikan pada Tabel 6.1. 

..-.~ .. ------ 
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--- - - 
' 

-· 

Data Target Klnerja 

lndikator Tujuan, Capalan ' ' .. .. 
' 

. 
T~JuanRen~ Suanin ' .... ' 

Prognm d~ n Ke11lalan · .. • Plda ' '· No Kod1 Sn1111n, l'nlgnm dan Satuan ' 

> 2022 Kol Ren1tra Tahun 2D18 2019 2020 202f Kondisl Klnerja Pada ' Kegiatan . ' ,>. Awai AkhltP,rlod• .. 
Ren11n 'l-: ;, . .... _,:, ;:,_ 

' 
., . Tug,it Rp. Tugel Rp. Target Rp • Target Rp. Target Rp; ··Renstn 

'· ' 
1 Menlngkatkan I Angka Harapao Hidup '• 67.mi, 72,00% 

Da<ajat K •••h11an i Muyarak,1 I 

M.,,Jngka1ny1 Raoio AkHpto, KS \(, 7UH, ID.Ii', 11,'31.~7. 100 02.n,. l.11Q,907,l00 al1H, l,IQS,116,<CD MH', l0,321,'14,lOO 15.011'- 10,319,241,740 '~"" 10,311,241,140 
Upay1 i 
Pong end all an 
Penduduk 

.. ' ' .· . 
Progrem Pelayanon_ Kan1l'U<l'II Pel'itflUiH C1kupti:t P·•~na ,. 108.00', 112.0D', 121,!00.00Q 100.00', "21,86a.GOQ 10000', ~,.m.ooo 100.00', 15$,616,300 110.01'- 617,120,131 1'0.10', 617,120,130 

1(8 Bal\l .. ', .·. ·., 
J>eifl!ya,,., Pef"!itnq-!11 l(D{lfr.n..,f) tttp01MP ... noK88""' 

I Aku·ptor ,ss SJO 55,500,000 3,l26 36.000,000 3,115 90,000,000 3HS 9l,OOO,OOO 3,255 gs,000,000 J,255 95,oao,ooo 

Per,yelanggaraan l<e<giatar. Oisi~ou~ AJat ~an Jum(ah faill.u 1arit mendapat 
Fas.11.e<s 23 zs 46.000.000 2J 34,500,000 23 36,m.ooo 23 39,1141,500 23 43,312,250 23 43,432,250 Obat t<ontril!lsep!ol dJstribus,al~ 

Peri~a~Hf'l Ai.at l<ontraseps.l Jumlatl JB-ru A,ol<.:ri 'Clan Side 20.000,000 20,000,000 ,o 20,000,000 Efi,k t<cMrc1&11p,, ~119 terse'i"ia Ji.nls 0 e 20,000,000 9 20,000,000 ,o 20,000,000 10 10 

Pllfl9!11e.11J1 -w,na Pi"uaraoa Pal1y;,11ari l'(ft JL1rnl1t1 Sar11r1 ~5"1 Pra$1rana a ~·.000.000 1! 110.00MOO ,, 110,000,000 
Pelc1)·i1riar1 t<B yan9111?,edia Uriil ~ 0 J 119,500,000 ss 

Pela)'i31'1Jf1 Kon&eling ..:B ---- ----- ------- ·---- --·- ,____-·-·~- --· --~--- --- --- ·~-- ~--- 
Juntah Ahcptor yan; di~e~ l.,00 3.11S 3,185 3,255 40!,WHSO 325S 408,li7,ISQ konr..elino Ak~llilptC;f 321,360,000 337,421.000 371,170,800 

'.Pengembar.g84"1 Aiil:1<8$ PelayarrM kontrasepsi Jl!l!lleh P,Ph~ beroosi, Andrmd 

I ya,,.g tereece d.J11 dikemboni;lt8r1 ~lkiJ&:1 D 0 0 , 36,000,000 1 39,600,0!IO 1 20.000.000 1 20,000,000 

IP••y•Mh KB Med,. o,, .. ,~ - -- ~·- --·-- --- , .. __ ------ --~- ···-----· ,_ ------ ----· 
Jumlah !he)'(« MKJP Y"'II 
tet1ayani ~SllPIOI' 0 0 ! I0,000,000 0 0 0 c 

PROGRAM, RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEN GEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREN CANA 

Tabel 6.1 
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.·.· .··...:·'. . ·· .. '.' 
' 

.: 

,· Oale -, Target Kinerja 
,:· 

lndilcatorTujuan, Cai,alan ' 

No TuJuanRenotra Suar,n 
Kod1 Fn,gram dan Keglatan Suaran, Fn,gram dan Satuan Fida Ket Ran11rt . · hhu• Zo18 Zo19 zozo . ZOZ1 .' zozz Kondisi Klnerja Fada 

' Keglatan Awai ,• 
' 

'·', ·. ' Alchlr F ertode 
Renl1ra ' Reri1tra 

' 

:.'. , .. Target Rp. , Target Rp. Tar,jet Rp, Target Rp. Target Rp. 
.' ' 

' 
·.·, ·., ' ' 

: ,• ' ' 

Progrn i(lh..1~11 B1+1ncan<1 ,. P1rwtnt111 Cakut,Mn PIJS )lang . 
.,::· :=-":_;:,.; '.' .: .; 

lnglo ber,KB tidilk torpenuhl ll, a.14% ,l14% . 1,S31,l14,10D l10% . 2,111,514,QDD I l06% _l,117',17UDI U2% 3,181,13UDO 7.09% 1,111,131,ooa 7,Qill, us, ,sn.aoa 
s (Unm11N•dt 

. 
.'. ' 

. •1 "." . 

P1laknn11an K~latan Fer~luhan KB Ptn191)1ase Be.lit- Pefl~ut, KB 
yal't~ ndr, melaks.anak,m ll, 1-)0 100 1,020,000.000 1CO 1,350,000,000 100 1.J~0.000.000 100 uso.000.000 1DC 1,350.000,000 1CO 1,350,000,000 
~nyulu!i;,n 

Pi!flg8oiaan Med1s Kif d~., M11'l8gem111 BOl<B Peirs1m1.1~, rtabsasi B()!;B r, <il,533.000 81 m.533,oOo ~, 493,533.000 ~, 493,5ll,000 I 10 sc 511,61<,100 85 4!l.5lJ.OOO 85 

Fanga.(·••m Sa,inil dan Pti1Can,1 'r<B Jumlah 1arana cen prasarena KB 
Sol a o 34 2ll,001,000 40 1,230.6-16,00D 114 2,038,000,000 8' 2,0311,000.000 8' 2,038,000,000 yangt8fsed11 

tPeriyl!tdiJan pela~.aflclfl KB CQl'I AJill KantraeepS: JlJmJilh Akseptor KB KK Mjskm 
AAsetilor 500 35,000.000 )•g1 Katua,ga M1sk1n Yil!IQd1tayM'ii f nyolen99., .. n K'!I.,.,, 0..lllbua AJol oan .Ji.mah F JSlcH ysn~ mar,.CapaI 
F111(e, 23 <5,000.000 Ob.11 Kontr3,;~ dis1ribu113/ok<Jn 

p-;--~;ilmi'iiak-;&a~an gr.ut FKK KB Jumlo1h o,sa/P<el )lflng men~~~ 
-~ ----- ~- ~-~-- --~ ~-- ···- - ····---~~ -·--~- r---··-----· ,- ------~--- ~----~- 

Kaseh,1,~n lomba DewiKel 1 25,660,000 

MOflitlYing dan E1taluaS! Progr1m KB Me~ng~aln-ya PeleksMaan 
I'""° , 70,JES,000 1 1s.ooo.ooo Mooi\otingi can Eva.luasi 

P1\iaik"n,an lntegrasi PH:,Qram KKBFK dan Jt.1miah ~rt1pUt1~ KB yano 
~lffllJUl"lf Prtq1m Kimpung KB Pen~emlJ1r:1,ar t1innya t.-fnr.i~riisi 22 1,l00,000,000 50 l.JI O,OQ0,001 

~ K!mfl)ng KB KB 

Peni:linHn Progr1n, KB Bigi Mas.yar1kal Qlet, Junl.1h Des1 K11! ~ang dibina oleh 
MIO 1,029,!00,000 580 1,030,000,000 K11~er KBd!lr oran; 

!FenQa~aan ~ari Pemg1mban~ar, !•~:,Hk"a&i lnfip Jumlah ~lka1i lntip Konsi,p 
~ikasi 1 '4.S00,000 -K""'ll ~ah~ iittrs«::111 

'Ps,yu,unan Pa,11neter Ke,:en~u~ukan Ti~kat Jumlah >Mla~h ysnQ ml!ll'l}'JSUI\ 
Koc 22 39,000.000 Kecarni1,an pi\r1m,t,r ~1pendudukan 

Sin"'°'1iusl Kegiaten Unte.s S1klcntl dang~n Juml•h ukgr 1,rl(ait dan mJlr~ 
Mil.ta Kerji!I T-erk11it ktrjil yang ll!r~nkro~sa&J Mtr.a 

6 15.755,000 
kegialann)l-8- Ketja 

Per~1w.,,, Ke:lu&rg,g Jur,lah dilri ;tn11-dets keluega 
Des.aA<II l<J 1n.m.ooo ~;1ng1.e:rk111t1p1,1l 

F1:rydJ&rfues.a'1 lnfomi&sl KeJu;;in;.s Berencane JuMran ke; iil!ln mammntll'T'I 
je'W!lnl)yang i;fllk.utl uf1tiJI: ellenl 3 1l,OOO.OOO 
i;en:,iebl!!lrtui>san infumia11 KB 

Pentl1r1tukan Kela~ SialFI t<ependud-uk.a<l Jumlah K8orn_,ok. Siaga -~p s 9.500.000 Kepi,ndUd.Jkan ~~ terberituk 
1Sos;ajl\a!.I Program KKBPK T1trti1d;,&1 T~oh Te:ri"kAan;1nya ki,,g,a.tan 
;Ag1.11n1 (i,n Tokoh Ms,;y1(.1JUI. s.owlis.asi program KKB?IC kJ:~ Keg 1 ,a.000.000 
I TOGA TO~A 

http://511.614.1O0
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Da(a T argct Kine!j• 

lndikator Tujuan, Capalan 
Sasaran l'ada No luJuan Ron1tra Ren,tra Koda l'r11gnm dan Keglatan Snaran, Program d an Satuan Tahun 201t 2019 2020 2021 2022 Kondi&i Kine~• l'ada Ket 

Keglatan Awai Akhlr l't~ode 
Ronwa Target Targot Target Target Rp. Target Rp. Ren11n Rp. Rp. Rp. 

?ra1nm Pen111ndall1n P•nduduk Rata-tita Juml.1h Anak Per 
Ktluarga O,.ng ~011 ~·14 3,32~0!0,GOO ~1110 3,60~,710~00 ~01111 3,765,40~000 ~II05 3,l24,079,6CO ~llOO 1,171.~~760 l,1100 U70.~6,76f 

Pemutakflirsn 011U1 Keh.11n;1 Pns,true Junilah ~air, ;e,,11 tiara ~. 0 a c 1[0 120,406.000 100 ·32,446.500 100 us.691.m ,co ~45,691,260 kel11.ig, yg1Q" ttrtumptt 
Ptiirfal!l&n Kaluarg& d,11r, Validesj Peseueee Jumiahdan jtms dm:a 

'II 0 0 100 1•4,640,000 0 0 0 0 0 
f----~ ,----~ l<el\/aga iang terl<u1np~ 

t---- f------- e----- --- -- ----~~~---- --- ---- -- P!4akimnaain !ntegras1 Prngrnm KKBPK Clar: 
Jumlillh POKJA KaMPl,in'il KB ;Pra11am Peng&mb.a:nQ~n Lall"l":ft di Kampung PD~, a l2 2,100,000,000 50 2,310.000,000 50 2,310,000.000 so 2,310,000,000 so l,310,000,000 SC 2,310,000,000 

~B yang aktif 

P#l'O'laan Prt:9ram KB b.1gl YasyarNfl!l1 tJa.l'I JumJ11h Ki'!dftt PPKBD dao Sub O..n9 
Kai .. ~PKBD yang molakul<.ln 515 515 1.0l!,~00,000 E50 t.030,000.000 tsc 1.0,0.000.000 650 1,aia.000.000 650 1,030.00ij,000 esc t.Q30,000,000 

pemb4naan J)(ogram KB 

Pembinaan Teroadu P,enyulu11 Laoan90n KB Jumlah PLKB yang t~naun ~i hp 
o 0 71,250,000 130 76,570,000 130 95.400,000 130 rn,!Je,ooo 130 137,4J<,ooo 1lO 137,431,000 K.,c;amalar orang 

Jl>mh1h ukCFte~•" £.,-, rrl11.11 
5tnkronts:ui Kegiatal'l lint~s SaktCX'al deng&n ~erjtt yang ttil'SJl'lkr"rars,s,,i '-Allfl 0 a g 11,500,ICO 14 18,ISO,OOO ,, t9,9es.ooo 20 21.91;1.500 lO 21.9e1,500 I Mi!,a t\ft'Ja T si-*~e kegial,mnya 
Pi,r.9edun 6araniil Pfa'lil!lr,;l'la Pendataan .Jurl'Jsh &al'9na pra,ara,,a Unn 0 0 0 17 m.oao.,oo 17 155,000.000 17 170,000,000 17 170,000,000 peridataan yi!lng terse:d!a 
PB,'l'lbinHn Lon1b11 PKI( KB K1nt,lltllr'I Jumlah Oise yang t81tlln11 can Orall!llKel 36,000,000 1 37,000.000 \>e<prosl!si 0 0 25,000.000 1 30,000.000 1 35,150.000 , \ 37,000,000 

---"---· ---- ~ 
Pe.iili1l.1n r..omba t<B l.~ftan J.-,.-.1.ih Akseptor. l<lfler -- ·--~~-~ 

POKT /W, Pt.~B dffl K~rv,nq Ora"l)1Kel 0 0 5 d,000,000 6 10.000.0()1) 5 IMOO.OOIJ 6 101)1)1}0/JG 6 10.000.000 
KB yial'\g be'l>f9st~sl p 

iP1nyeblr1UAS,Ul lnlotm!II K&IUill",A Ba~BnCl)r'NI Jurnl11t~ 'ogiatan mom,nlum 
(e'¥ent) yang d1ikut1 unl\,Jk Even! 0 0 1 3.000.000 1 U,300,000 l 15,730.000 l 17,303,000 l 17,303,000 
p811yebel'luaaan infomia!li KB 

?!11111.il'lan P11riyusuniiln Par"meter Jurr.l.1h P-Jtugas !f5\D t"1abl'l 
fYlll!11 0 0 3 5,000,0C(J 0 0 0 0 0 Ki,si•rdu-Jukan 

Pln-t11ntJke.n keloo1pott Sitgll Kap11111dudukan JIJM11h Kelorn,i<1k Siaga 
l<Bo 0 0 3 7,000,00C c 0 0 0 c KaJJernix!VkS('J yMSj tert:ierruk -- -- 

Monitoring dan EvaluH1 T~r1akHny; moniloring da.., Ko, 0 0 n 15,000,000 0 0 c 0 0 e11;1lu11,1 c:ai:,iliiln k~i•tan 

I 
/Pl'Vlrlfrl .P1n)'lapan lanai• P,ndamping P1rnntN1 clk.u~ illngiiJol• 

'II H,lS'II 10.1a'tl 111~80,GOO 1l.S3'11 ZOi,HO,dOO 1UO'II 11f,01,11Qf rr.oa'II uuruao fUl'II Ul,11Uf0 l~IIO% fSU7Ulll Ko<ompok Bina Ktluarea Pokt1nTrihin1 d,n llPPKS 
Pela~han Tt1nag11 P111CM1"1'1p1ng Kelompo~ Bin, Jumlah Kader POKT AN yang 

Dr,n9 40 40 58,000,000 SC 38,000,000 50 54.000.000 55 60,000,000 60 79.310,000 60 79,310,000 Ke11Ji11rg11 d1 Kac-11malar Le<i•tih 
P~:~ad;an Serana dan PraMrana K~mpok Jumlah Sarana Prasarana ----- -- ~----- ---- --- --- ------ --Ti-- ----·---~~ ~-·- -·---· --~-·- 
0in<JK~u,1~.1 Kelompok Baia kBlu11irc;1 ~a:ng Kil 8 8 36.080,000 ro 60,000,000 10 76,000,000 40 320,000.000 SC 400.000,000 50 400,000.000 

1~edi.1 

P,,kun,i31n fJ•mti1r1,un k,gPJ1!111 POKT AN Juri,l;1h Kader d3" An~goi:, 

°'' 1070 0 0 2:)54 28,938,000 lQ25 31631,800 Jm 15.014,980 Jl77 35,014.~80 PQKT AN yang bor·KB 
;'p;gentclll~a.n ea.r. fl~mt-~an K~Oltlpok 6kR 

·-·~· ---- ----- ~---· -~ --- ---- ··--~--~ ~--- -- ---~-- 
Jumlah Kader dar An9gota 

! POKTAN BKIU'IK·~ i•n9 Or,; 0 0 0 0 40 20,000,000 40 20.000.000 40 20,000,000 
""""'"1ba"9 

:SiJ.i.t~sasi Bina Kejuarg1 Ballte Holis.tit. ln1e-gr~ Jumieh K•fompok BKB y11ng K,lp 7 7 \1 15 1e 2) 2~ 
i !Mft~,W PA\10 16 675,000 '5,000000 ·s.soo.on, 17.050.000 1e.ns.ooo 18.755.000 

Bll'Tlbirig.an T«JJac'u P~nwiur. Lapar.;ar KB- ~h Pl.KB Yiffl!I d1b1mbng - 
--- ·---- -·- -· ··-~~•T• ---- ~--- 1----- ·--· - ----- --··-· --- 
O!an9 132 65,570,000 

Mooitorifig dan Ev-clluas1 T•~aksanariya mooitoMg dan 
'II 0 0 100 15,000,000 0 0 0 0 eva!ue&I capo11i11n 

Pel;,ksaflaari tfan P!ll'l'l.bmaan Keornt.an .luMlah Kip BKB yanQ MeJakukan 
Kip 0 0 8 15,120.000 0 0 0 G K!'I~ BKB di P'.'>1§.y.jndu P!'rnbrr.aar: 

I S?Siil1:.a.&i Keilo,11~ ~nt K,;uargi3 Ju,nt.Jl'r ~!!.~t»I Bina Kel.1.rro.1 
1<o1, 0 22 ;s12s,ooo 0 0 0 ,) 1 

yanQ menlilhilmi UJ~$1r~a --------- ~......__ -----~-,-- ._. __ ...,__________~-- ··--'--------------~·- ---··--~- -·---~~- ------··· ---------- ---·~--T -~-.--- -------- 

.---------------------------------- 

http://t0.000.000
http://320.00D.OOa
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.• 

0111 Torg!t Kine~• 
, .. 

lndik •tor Tuju1n, C1pli1n : : • .. 

SH1r1n P1d1 ' l'I• : Tllj<,1n Ren11n1 Kode Prognm don Keglol•n Suor1n, Progr1m don $,tu~ Ket R1nllrl T1hun 2015 201, 2020 2021 2022 Kondi$l Kinerj1 P1d1 Keglot1n • .. 
. 

Awll Akhlr Pe~ode 
Ren.tr• 

Rp. Ren1tro ·.·::· T1rget Rp. Tug et Torgel Rp. T1rget Rp. T1rget Rp. 
.. · · '. 

' . '"'· : ... ,: .... 
' 

. . ' 
Prvgr..-ri p.n,;.M'Plbangaie mtd.! O,~ti.,,_at U11% U)1i Mall: UII~ ~.00% ~00% :.'· ~00~ Bl'll,Pol)'Ond<>PADU · .. ·: 
SOiialisa6161n.t Keluargi Bd.lll'1 HotJ,tk lnlagfatjf T,rta~J..:tnany1 so11aH!iasl B~ HI Kog 10,000.000 

.· ' 
·: -. 

Progr-,i ptin1blnea.n p,rilll•llll ma.yeraket 
~~"" pell}',n,n KMIR l"fll'"••dlrl -·.-·,··· .~--~-~-··-·,..~··-·•·"~ --····~·---· 

;flemb1naan Terp.a,du Pe~~klh L.tp.anga-ri KB Keg S0,750,000 
Pelalcs.anun Lomba KB testen, Folct1n Mandiri, J1Jml.a~ ~,g-atan l.n-ba )'illng 
PLKB R.Jmbia Tetw;,n(!a11 Kampun~ KB rlil11~.,8ntkan: Keg •t000,000 

LOfllb& Kes«tlJM Gert1k ?Kt< KB t<11J,etll~ Jur"lla>i h•g1al.ar, lombl. PKK KB 
Ket yang dilaksar.ak.an Keg l0,000,000 

' .', . ' ' ·' 
llle10UJudk1n lllenlngk111nr1 Prtdik11t Nll1I SAKJP DPD Nll1I cc BB BB A A 
Pel1y1n,n Pen~ll1n9g.-1 
Blrukn,I r•ng on pemerlnt1h 
B1.,.lh dan Yong 
Akunt1bel Tr1n&p1r1n 

din Akunt1bel 
Program Ptleren•n ~mintetr1~ Pe"'-'"~aran Pe"i1"""11 Clkupar, 

· klbllUlllln dukung,n . · '· .' 
. 1'°34,60t~O 

.. 
'.1,,111.~4,550 ' ·, ,1ny1longglflon p-iotlll· · % . 100%., :100% 4.414,310,000 100% 103,6UMO ,1'0% 100% ,1.071..~o.soo . 100% 1,111.e•~-~ :,.100'\ 

d1l1m h1l 1dmlnll1,.II . . .. i .",·· ·.--·_,,: . -· 
. ,· . 

Ptliyll1,~ Sr.tfM Mtn)'lf.t JL1ml1h s1Jn,1111asuk d4n llUn,l S<Ra! l&O ,a, ,,soo.ooo 75 60~000 150 9C0,00\ 250 1,500.000 250 1,650,GtO 250 1,150,00C ketu.,, ,eger, diproe,e, 
Pen)tidian Jaca Komunfka1i, Sc,1mbtrCay.a Lan,1 tillikw pemenuhan Tahun 9,610,,00 20,8811.000 26,400,000 l!.0.0,000 3',944,000 31,~4,000 listrl, ~~an ;ilr, llttr:k1t&lefl<l~-- ·----- -- -· ·- ipa,yediaan Jasl PemSiheraan ds11 P.;linan Jurn1ah ken08~,an dine5 u,11 25 25 10,000,000 28 ,s.soa,ooo 15 11,,Ja.,oo so 20,000,000 65 22,000,000 65 Krdaraan DiniWOpvrnio11al 'Of>&,'l&ional yarig.1eri,el1Mti 

22,000,000 

Pemet'Wl.,Jl'1;,m JaSi PMQf!ld.,a 
p.,)ediaan Ja" il,dmlnf1tra&I t(9·Jan1r1n Admit1l1lr.a.,1 Keuangan ~.anQ Bulan 12 12 m,eao,oao 12 121,510,000 \1 13!,012,QQIJ 11 \55,000,000 11 170,500,000 12 ,10,soo,000 1o,,,.,n,1, 

-~ -- ----- - ---- ~----· ---- --- -~ 
IPS'lyediaan JaH Kebti,S.han Karit1:1 den BaMn Un~kungan dalam (Hin ~1111' ~antor M2 750 m 19,000,000 750 42.000,000 150 44,100,000 750 48,510,000 750 53,36\000 750 53,361,000 
P1mbe<tfh ~11lil'lar11 

Pfrlyediattn Al11i T1w,li~ Ki,nl.(:t Pem@r'i'JhercATI< y.t111g memacei Bulan 1i 12 25000,000 12 •1000,000 12 ;5,,so,000 12 n~~5000 12 54.63!.SOO 11 SHJr.m 

P111yfldfaan B••rig Cetakan dan P1n-Q~aru::laan Keten:ediM'l ceiakdBn Tatu11 19,SOO,OOO naoo,ooo 28.350,IIQO 31,1&5,000 34,303,500 3,,303,500 pe,19g1nd .. n 
P111ye&ian Kt1mporan t,,sla:la.&i Pemtl'f.l'lari t<ebutl.Jhcr, Tat1t.,n 1,500,000 5.000.000 5.500,CCO 5,500,000 

:ustn1<.1Penei,u1g1n Ban,g1¥1an Kar,tOI" ~gan kanlor luud~ _ 
t;;""l!P'-)'tKliaan Bera,, e1;;(t<ora11, M~slah:- 

-- -· ·-- -------·- 
l~abll)d) !Jar, PfJl'flNl'tn PanJMan~·Undvng-an 

,11,Jml.it! t,~11"1 beceen Eksa"1~ 4& 4g 3,530,QOO,OOO 36 ,,,oo.ooc l6 l,520,00Q 36 l,500,000 l6 3,M0,000 36 3,850.000 ,, 
IP"1)'<><iiaan ,...,.,,n don ,..;nam,n 

Peme™han Makari dan min"Jrti 
te™1di1 ~hUIL1U1Ycl'1,3~1 Hil Tahun 53,000,000 76.200,00Q 80,010.000 !B,01\,000 96,612,100 16,612,100 
ft~l!itd.,., ~d,UiN'tJ 1-~-------~ -·--·- -~- --- -~-~ f------ ----· ------ --- -·-- >---·- -~- ------ 

;R.1pat-rapat t<oo,diria&i da, t<onruLt.Js.i da am Jumlah R~t clselongq.vak.an 

!dill'l luar daer::1h pusc.11 dan ~aersh yang dl!pa\ t<s6 45 45 m.m.ooo 60 411,600.000 1~ S~,97l,OO! 120 500.0()0,000 1JO 550,000,000 m 551J,000,000 
dih.1~1n 

P1!11yedia~n JaM A.dminfstrasl Pat'ltanlc,ran JunJJt,, r-,::gawai konlrak yang: Ora rig \3 1) 98,600.000 14 96,900,000 1' '03,8'S,OOO u "'4.22g,soo 14 125,652.•IO 14 125.652,450 
1-----------·-. 1erbJayiJi _ -··-- ----·- -- 1---·-·-- I------ ~---- c-----·- ----- ··---- ~---- -····- --~--~ ~-·-· ·------- --~~·-- 
fll!nycd1.1Jn J.au !~.;n ljan Pub·i~Sj Juml.tPI 1'kl.1n ~ med•.1 m.aua Kil~ 12 12 1c.,ao.ooo 8 5,MO,OOC 8 \j .500,000 ~.000,GOO 8 2t,600,000 2e.eoo.coo 

I ' 
jProgr1m Peningkalan Snn~ ~tlrane Ptfll!IIMH C1kup,n ,naa 100% 127,061,200 

. 

Apar,lll . dan p,uar1na pelaytnan %· 100% 100% · 1,117,'53,000 100% 1,519,415,200 115,842,000 100% 101% N,&67,320 100% 14,667,120 
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. 
.. Data Target Kinerja 

. lndikator Tujua n, Capalan .· 

8aiaran Pad a ,. ,· 
No ·,TUjuan Renna Ren11ra Kodc Program dan Keglatan Sauran, Program dan htuan . Tahun 2018 2919 2020 . 2021 2022 Kondisi Kinerja Pada 

Ket 
Keglatan Awai ... 

Akhlr Pe~ode : 
Renna 

Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. R1natra Target 
·,· ··. -: .. . . ·· . .: . 

1 Plmban;unar Gedung Kinrnr J1.1mla11 Ptrirril&ng\Jnan G&dung 
Un~ 2 , 42,000.000 2 901,120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

KRnlor 

Fer,ga~·Hn Kend,u-u,., D1na~~era&1oni1 J.il'llahX-...,, Uoi'I 0 ,e 1.J72,0!0,000 12 24',ll-O.Oll<J 0 0 0 0 0 0 
dlnaslot,erai1Gn11 y;mg dl11dakan 

! Pen~adHr. Perslarsn Geduno Kantor Jumlati pangad;ian per1lilan 
Unit 12 12 41,000.000 0 0 0 12 JS,000.00o 0 0 0 kantor 0 

Per,~,-~11·ir Perlengh1p-,., Gee<.m~ K1mlCii JLH11latt periga<,oao pef'lengka!'.lar'I Unit 6 6 •7.000,000 0 J l9.0000IXI 0 0 0 0 0 0 K.Jn~QI' 

~llr'ij1r1aan Kcmputer -------··- Jumlah Kom,•.it• ~11ng let!ie"l'lia Untt 1l 11 112,6eo.ooo ll 215,600,000 0 0 0 0 0 ~~----·---·- --- ~-~-- --~- ·--- -·- >----- -- --- - ----- ---- ---- ---·-·- 
P11ngidi:lai'I Mthf;Jlair T er1~i,a11ya MeboiJ1air Unlt 33 ll 36,700.000 \ 69,000,ll<JO J 1 5,000.000 0 0 0 0 

1 Pernelit"tarianiR1h1bl111sl Kendarsan Juml!1f'1 ke'ld&run 
dlnilsi'OpelilliO.,al y&ng Uod 15 15 ,·0.313,000 25 77,191.000 32 G5,1i2,0IXI 35 71.711)00 40 7!.Ml.320 40 7!,Ml,320 

DM~•~ont1il 
rerp«liMr«<l'ei'19.J"b.nk 

Pmiel\haraa!1 rubn~a Ge-dung Kantor 
Jumtah g,duni; 11:iintor yan~ 

Una 1 1 3·,.200,000 0 J,500.000 1 5.000.000 1 5.500,000 , e.oso.coo , 6.050,000 
dlpelili1r1 

1P1merliha.raan 
ruli111b6rkt,1a ?e/1flt1glulpar, Jumlon Po<l~k•pan god,ng 

kanlor ~an; t&rp9tiripra dengan Und s 5 3.5110,0CO 5 2.-00.cco 7 3,500,000 7 3.850.000 7 •.235.000 7 4,lJS,CGO 
G,cung K,ntu i,,;, 
P.wr,elitiaraanflehsb•i~$i K(J'l"lputet Penn'lgkatan F'1Jrig51 Kompyter Unit e 8 ~OOOJOO 12 2,000,0110 10 l,150,000 g lOOO 000 12 5,500,tOII 12 5.500,000 

,R111'\a:l~bSi set:lan~.,.t g,dung kanhlr Ponrgketan F•,ngo Gedun; 
UI\II 0 2 H.1100,000 1 3,583.200 0 0 a 0 0 

K¥1tor 
.. . .· .· . ·•. .• ··., .. ' ' 

.. · 
' 

. 

~,m P-oir,gkawi o;,tplf• Ap.,...., Pm....ia., P•m•oull1n % 100\1 100% 24,m.100 100% 21,GGG,IOI 10U% $7,001.100 100% · 1~5'10,000 1QD% 4l,lle,'1JI .. 100% 4UlG,toa 
f- ·- ~lllt111 pttllnQMlan dloipllo - 
Per"911dHri Pakeian Khuw-s Hilti - H!ri TettMiU 

JUl"'llal'l P~awai ~ng m"makai 
Cw9 80 ea 2'J20.JOO 65 21,000,000 60 15.000,lOO 80 n.soo.ooo so 30,250,000 ec 30,25-0,000 

Pakalan O!ahr1.ga 
P1ni;11,r!11ar P11Jka,ilfl [Hn~s Beserta JiJtnlan ~1w,1 ~.!!,rg memt1kll 

0-g 0 0 0 0 II 50 12,)00.000 50 12,0lD.OOD 50 12.o~omo 50 12,0DD,alO P,i..,, .. pannya P!!i,(8ian Dir1H Hari!lf"I Bl!Selrtl 

! 
. .. 

Prog,-., Ponlnghloo K,pa,itU SUmbet P11aema ... p111ln'gkatan , ..... .. ...... .:.c, .. 
Dai,1 Aparatur .. · k.lpHltn 1uinberd1Ya 1p1ritur % a•.- l.l5% 1~aoa,ooo .1UO% l~Q00,001 SU!%• ; .s_ll10~10QO ,~~s, ··. &0,000,ooa 61.25% .. 60,000,0111 . 11.21, ,. 6Q,QOG,OIO .·.· 

. .,, -'. ?· 

PPll"IMik.ln d,n Pelltili&fi Nor· formsl Jvm181'1 Pfllig~w,i ya,n; mengilwti C>g 1 1 ,~.000,000 1 35.000.000 , 30.000.000 l 40.0011.000 2 40.000.1100 2 40,000,000 
d1k\Qt ffukt\n1 dari sdmm~rui 

Bimbingan T eKhnis Aparatur Junlatl P~awa\ yar:Q meriglku~ 
°'1l 0 0 0 2 10,000.000 2 20,000.000 2 10.000.000 2 20,000,000 

I blmblng11n t!!khr.1-s 

' 
! 

.' 

Progrsn Penil'lgtaun P1n91m"bang•n Sistn Mcnlngloo1n,a ti.tam 
P•1poran C1p111n KJnwJ,a dan Ktuain11n polop..-an capalon ldnelja d•• Dole D 1 ' z ~000,0UI 2 11~.0110 2 12.,00,oao 2 12.,u.oao 2 H.'6G,0GO 

tc.uari,.an yang t11fku;1fit.t1 A 
;ii"iryus1,1n.1n Laporan K1r.itrja &Jn 1khtis.iir Jumlah Laporlr; Kini,~a yang 

-·-- --- --- -- ·-------'----- <--- i----L ____ ~---- 
iP11r.r'lgkatDaairah b&rkualltii& d.,i te?at wal<tu Doi 0 0 1 l,5011,000 1 i,900.000 1 9,000,COO 1 9,900,000 1 ~900,000 

I Per~sun-an Lapcran K~uangM A;tf\4r Tah..,r, Jumlah Lap.)l'iin Ke\la.ngan Akl'w 
Lap 0 c , 2.!iOO.COO , 1.500,0CO , 2.500.0CO 1 2.500.COO 1 2.500,000 

Tahoo yan~ aki..Jnta.bel ~an tl!!pal 

http://ia.ooo.ODo
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... • . 

Dall J arg el Kinerja 
Capal•n. . . . . . 

.:": 
Suaran 

lndikator Tu]uan, 
Pad a · ... . Ket Ho . TUJII an Renstri -Kode Program dan Keglatan Suaran, Program dan Satu,1n T•hun 2018 .2019 . 2020 2021 2022 Kondi~i Ki nerja Pad a Ren11T1 . Keglatan i> • 

-.: i . . · .. 
AkhirPenodt Awal 

i Ren11t1 T1rge1 Rp. Renatrl Target Rp, Tlrget Rp. Terget Rp. Target Rp. 

!=""' P.,1"1kat.., Simm Ponno,naan · .. !1"'1lngl<atn11111 .. em 
Dale ~ 1 . 1 . oll,iG0,000 • U,000,000 • 1_2,000,000 ' · n.000.000 ' 12.000,000 

pennc1nun y1ng beriwlllt11 . 
Peti}'Usun.tn Ool(1.1men Rensrra SKPO Jumlih Ook.um111 R90ilra )'ijrig Dok 0 1 1 43,600,000 0 0 0 a 

?ors.usun 
PM)'JSUffiln Rtn:,& CPO Jumls:h Ookum111 Renj111 y&rig. 

Ock 0 0 0 7,500,000 2 6.000,0ot 2 6,000,01'.J{, 2 6,000.000 2 E,000,COO 
teuusun 

Per)\1Suna'1 RKA CPO Jumli!!t: OolcUfT-"1 RKA y.•m'il Do« 0 0 o 2,500.010 1 6,000,(~0 l ,.oao.oco l 6,000,00( 2 6.000.00C 
tersvsuri 

I ... - ... ... - ... · . 
-. 

. UH.W,200 o.0_11,;1,aoo 10,!J!,714,'°0 ' 10,,11,2,t,140 10,41\.241,7'° JUMLAH -. ,. ' -· ... ., . 11,'31,491,100 ., ' ·.·· ,. .. ... '' 
.. 
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Berikut ini adalah indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2017 - 2022 dengan mengacu pada 

tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bombana disajikan pada Tabel 7.1 sebagai 

berikut: 

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah 

indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh 

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten 

Bombana dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja yang mengacu pada 

tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. 

Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam 

pelaporan kinerja selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh 

aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana kabupaten 

Bombana. 

Bagian penting daiam proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana adalah ketersediaan 

indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja 

pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 

pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat 

penting balk dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. 

Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan 

daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan 

kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. 

BAB VII 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

REVIS! RENSTRA DINAS PENGENDALlAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREN CANA 2017 • 2022 
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-·-.......--·-··-----· -~-~ --------~ .------·-·-···· ~ 
Kondisi 

Kondisi kinerja 
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Pada 

N Uraian Awai Akhir 
0 Peri ode Peri ode 

RPJMD RPJMD 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 Sasaran Rasia % 78.66% 80.8 82.77 83.18 1 84.56 85.88 85.88% 
Akseptor 6% % % % % 
KB 

Program 
a. Pelayan I Persenta 100% 112 100% 100% I 100% 100% 100% 

an I se % l Kontras Cakupan % 
epsi Peserta ) 

-----~!!!__ 
! 
I ~- - .___J ~-·-~·-- 

_,. __________ 
I b. Keluarg I Cakupan l a PUS 

Berenca yang I na ingin 
ber-KB % 17,84% 8,14 8,10 8 06% I 8,02% 7,09 7,09% 
tidak % % ' I % 
terpenu I 
hi I 
(Unmet ~J_-~----- >----------· ~ Need)__ - ~---~ --- --- >---·-------- 

c. Pengen I Rata- 
I 

! 
dahan rata I 
Pendud Jumlah 0 3,014 3,01 3,010 3,008 I 3,005 3,000 3,000 uk Anak rg 4 

Per j 
keluarua I 

d, Penyiap Persenta I 
an se I 

I 
Tenaga cakupan I 
Pendam anggota i 

I 
ping Poktan 70.7 73.53 75.80 ' % 68,20% I 77% 80% 80% Kelomp I Tribina 0% % % 1 

I 

ok Bina dan I 
Keluarg UPPKS I 
a yang I ber-ks 

2 Sasaran Hasil 
Evaluasi 
SAKIP 
Dinas PP Ni dan KB lai - cc cc BB BB A A 
Oleh 
Inspekto 
rat 
Daerah 

Indikator Kine1a Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga Berencana 

Dengan Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD 

Tabel 7_1 

REVIS! RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUAAGA BEREN CANA 2017 - 2022 
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Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang 

perlu diatur sebagai berikut : 

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga 

Berencana Kabupaten Bombana agar mendukung pencapaian target-target 

Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan 

sebaik-baiknya. 

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana dapat 

b. Kaid ah Pelaksanaa n 

Masa berlaku Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah 

selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi 

kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2017-2022 dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2020, dengan tetap berpedoman 

pada RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022. 

a. Pedoman Transisi 

Rencana Strategi (Renstra) ini disusun dalam rangka menindaklanjuti 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dalam penyusunannya 

mengacu pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022. 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa 

penyusunan "Revisi Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga 

Berencana Tahun 2017 - 2022" dapat terselesaikan. 

BAB VIII 

PENUTUP 

---------·--- ·----------------- .... ·-··---··--"'"' ....... J ... 
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Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Kel rga Berencana 
a.i,;t1uaten Bombana, 

Oktober 2019 Rumbia, 

menjalin koordinasi dan kerjasama yang balk, sehingga tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 

3. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten 

Bombana akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan 

dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga 

konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan 

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten 

Bombana wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana. 

4. Dalam rangka meningkatkan etektlvitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target 

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten 

Bombana, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, 

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala, 
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menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 

3. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten 

Bombana akan dijabarkan dalarn Rencana Kerja (Renja) yang merupakan 

dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga 

konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan 

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten 

Bombana wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana. 

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target 

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten 

Bombana, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, 

pelaksanaan dan hasil program dan keqtatan Renstra secara berkala. 

------------------------------------ 
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